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Pada Penulisan skripsi ini penulis mengangkat judul Makna Hak dan Kewajiban 
Orang Tua terhadap Anak dan Kuasa Asuh (Studi Perbandingan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor 23 
tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan 
Anak).  
 
Penelitian ini dilatar belakangi adanya dua istilah yang mengaburkan makna 
tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dalam Undang – Undang 
Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Kuasa Asuh dalam Undang – 
Undang Nomor 23 tahun 2002 juncto Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 
tentang Perlindungan Anak. Kekaburan makna dalam norma ini dapat diketahui 
dari isi kedua Undang – Undang tersebut yang menyatakan bahwa Undang – 
Undang Perkawinan menyebutkan tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap 
anak dan sebaliknya, sedangkan dalam Undang – Undang Perlindungan Anak 
menyebutkan tentang kuasa asuh yang didalam kedua Undang – Undang ini 
terdapat perbedaan yang menyebabkan permasalahan.  
 
Kemudian skripsi ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif dengan 
menggunakan metode pendekatan perundang – undangan dan perbandingan. 
Berdasarkan hasil dari penelitian dengan metode tersebut penulis memperoleh 
jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini yaitu kekuasaan orang tua 
terhadap anak dan kuasa asuh memiliki makna yang berbeda dimana hak dan 
kewajiban orang tua terhadap anak dalam undang – undang perkawinan mengarah 
pada kekuasaan orang tua terhadap anak hingga mereka dewasa, sedangkan kuasa 
asuh dalam undang - undang perlindungan anak mengarah kepada bagaimana 
kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak beserta konsekuensi yang 
akan diterima.  
 
Berdasarkan perbandingan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini dapat 
dilihat permasalahan dalam proses pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak 
dan kuasa asuh anak, bahwa proses pencabutan dalam Undang-undang 
perkawinan dengan menggunakan putusan pengadilan, sedangkan dalam undang – 
undang perlindungan anak menggunakan penetapan pengadilan 
 
SUMMARY  
Inez Diva Ashilvania, Civil Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, in 
September 2016, DEFINITION OF RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OF 
PARENTS OF CHILDREN AND FOSTER AUTHORIZATION (Comparative of 
Law Number 1 of 1974 on Marriage with Law number 23 of 2002 in conjunction 
with Law number 35 of 2014 on Protection of Children), Rachmi Sulistyarini SH, 
MH, Fitri Hidayat, SH, MH  
  
In this thesis, the author lifts "The Definition of Rights and Responsibilities of 
Parents toward Their Children and Foster Authorization (Comparative Study Law 
number 1 year 1974 about Marriage and Law number 23 year 2002 in conjuction 
with Law number 35 year 2014 about Children Protection).  
The background case of this from research is two terms which obscure definition 
of Rights and Responsibilities of parents toward their children on Law number 1 
year 1974 about marriage with Authorization Foster on Law number 23 year 
2002 in conjunction with Law number 35 year 2014 about children protection. 
This obscure definition on this norm could be indicated by the second content of 
the Law which says that Law of Marriage was about the authorization of parents 
toward their children, in other hand the Law of Children Protection says about 
the authorization of parenting, that condition makes a difference between these 
two Laws which cause a problem.  
This normative juridic research uses statute approach and comparative approach. 
Based on the results of studies with these methods the authors obtained the 
answer to the problems in this research that the power of parents to children and 
foster authrization have a different meaning in which the rights and 
responsibilities of parents to children in law of marriage led to the power of 
parents to children until they are adults, whereas the foster authorization in law 
of Child protection legislation leads to how the duties and responsibilities of 
parents towards children and their consequences will be accepted.  
Based on the comparison conducted by the author in this study can be seen 
problems in the process of revocation of parent to child and foster authority, that 
the revocation process in the Act of marriage by using the court decision, whereas 
in the Act of children protection legislation using the court volunteer decision 
 





A. Latar Belakang  
Manusia adalah makhluk sosial, hal ini memberikan peran bahwa  
manusia selalu melakukan interaksi dengan sesamanya. Salah satu akibat dari 
adanya interaksi tersebut adalah perkawinan antara pria dan wanita. Kemudian, 
dalam interaksi perkawinan antara pria dan wanita, dibutuhkan suatu 
pengaturan tentang perkawinan, agar memberi rasa aman kepada dua belah 
pihak. 
Pengaturan terhadap perkawinan di Indonesia, diatur dalam Undang – 
Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang 
– Undang Perkawinan). Perkawinan menurut Undang – Undang Perkawinan 
merupakan interaksi yang mengakibatkan atau membuat ikatan lahir batin 
antara seorang pria dan seorang wanita yang memiliki tujuan untuk 
menciptakan dan membangu keluarga yang kekal dan didasarkan atas 
Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Anak adalah hasil dari suatu perkawinan antara pria dan wanita. Anak 
merupakan salah satu bagian subjek hukum, yaitu manusia (Natuurlijk 
Persoon), bahkan sejak dalam kandungan. Ini tertuang dalam pasal 2 Burgelijk 
Wetboek (BW), yang mengatakan bahwa anak yang sejak dalam kandungan 
dianggap sudah lahir, kecuali jika ada kehendak lain1.  
                                                        
1 Lihat pasal 2 Burgelijk Wetboek 
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Hubungan antara orang tua dan anak terdiri dengan adanya hak dan 
kewajiban. Hubungan tersebut merupakan hak yang telah ada dan melekat pada 
sang anak sejak anak tersebut lahir (hak alimentasi) 2 . Hak dan kewajiban 
merupakan bentuk hubungan yang bertimbal balik. Hak orang tua merupakan 
bentuk kewajiban dari sang anak, begitu juga sebaliknya bahwa kewajiban 
anak merupakan hak yang dimiliki oleh orang tua. Hak dan kewajiban 
memiliki arti yang berbeda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(selanjutnya disebut sebagai KBBI), hak memiliki banyak arti, sesuai dengan 
situasi, tetapi intinya hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu3. Sedangkan 
kewajiban menurut KBBI berasal dari kata dasar wajib, yaitu harus 
dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan, kemudian kewajiban sendiri 
memiliki arti yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan4. 
Sedangkan, banyak ahli yang mendefinisikan hak secara berbeda-beda. 
Dalam pandangan teori berbasis hak, hak merupakan sesuatu yang tak 
terpisahkan dari manusia itu sendiri5. Fitzgerald mengungkapkan ciri-ciri hak 
yang melekat, salah satunya adalah bahwa hak itu tertuju pada orang lain, yaitu 
yang menjadi pemegang kewajiban 6 . Kemudian, hak sendiri mempunyai 
beberapa sisi, hak bisa dilihat dari segi eksistensi, segi negara dan politik, dan 
segi bermasyarakat (yang kemudian dibagi menjadi hak absolut dan hak 
relatif) 7 . Hak absolut adalah hak yang ketika dilaksanakan, substansinya 
                                                        
2 Lihat pasal 46 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050 (selanjutnya disebut sebagai undang-
undang Perkawinan) 
3 KBBI, Hak (online), http://kbbi.web.id/hak, (diakses pada tanggal 20 Mei 2016) 
4 KBBI, Wajib (oline), http://kbbi.web.id/wajib, (diakses pada tanggal 20 Mei 2016) 
5 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 174. 
6 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.55 
7 Peter Mahmud Marzuki, loc. Cit, hal. 210 
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melalui hubungan dengan orang lain, sedangkan hak relatif adalah suatu 
tuntutan yang ditujukan kepada orang lain untuk memberikan sesuatu. 
Kewajiban merupakan sesuatu yang pada dasarnya wajib atau harus 
harus dilakukan dan dipenuhi oleh orang tersebut tanpa kecuali. Definisi lain 
dari kewajiban adalah beban yang diberikan kepada subjek hukum dan badan 
hukum8. Kemudian, Ada lagi yang mengatakan bahwa kewajiban adalah beban 
yang bersifat kontraktual9. Hak dan kewajiban tersebut pada dasarnya tidak 
dapat dipisahkan antara keduanya, hal ini dikarekan keduanya saling 
berhubungan dan mempengaruhi. 
Pengaturan hak dan kewajiban dalam Undang-undang Perkawinan 
terdapat di bab X yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban orang tua dan 
anak. Kemudian di dalam pasal 45 dan pasal 46 memberikan pengaturan 
terhadap hak dan kewajiban antara orang tua terhadap anak dan juga hak dan 
kewajiban anak terhadap orang tua. Pasal 47 Undang-undang Perkawinan 
terdiri dari dua ayat yang menjelaskan tentang hak masing-masing dua belah 
pihak. Hak anak yaitu berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama sang 
anak masih belum mencapai usia 18 tahun atau belum melakukan perkawinan 
dan juga selama belum dicabut. Sedangkan hak orang tua adalah mewakili 
perbuatan hukum anak baik di lingkungan peradilan maupun di luar10. Pasal 48 
                                                        
8 Dudu Duswara Machmudin, Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa, penerbit Refika Aditama, 
Bandung, 2010, hlm 54. 
9 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 
2005, hlm 49. 
10  (1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau yang belum pernah melangsungakan 
perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya; 
(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar 
perkawinan. Lihat pasal 47 Undang-undang Perkawinan 
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mengatur tentang larangan memindah tangankan atau menggadaikan harta 
anak. 
Pengaturan tentang hak dan kewajiban ini juga diatur dalam  Pasal 49 
Undang-undang Perkawinan, yang berisikan: 
“(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya 
terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas 
permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus 
keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau penjabat yang 
berwenang,dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal: 
a. Ia sangat melaikan kewajibannya terhadap anaknya 
b. Berlakuan buruk sekali 
(2) meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap 
berkewajiba untuk member biaya pemeliharaan kepada anak 
tersebut.” 
 
Pasal 49 ayat (1)  menjelaskan bahwa kekuasaan orang tua bisa dicabut oleh 
keluarga ke atas, saudara kandung, atau pejabat yang berwenang melalui 
keputusan pengadilanp dengan beberapa hal yaitu orang tua melalaikan 
kewajibannya dan berkelakuan buruk, dan jangka waktu tertentu. Kemudian, 
dalam pasal 49 ayat (2) yang menyatakan bahwa orang tua masih punya 
kewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan terhadap anak. 
Bila dalam perspektif Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 
tahun 2002 jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 
tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-undang tentang 
Perlindungan Anak), dalam pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa: “Kuasa asuh 
adalah memelihara, mendidik, membina, melindungi, dan menumbuh 
kembangkan anak sesuai agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta 
minatnya.”11 
                                                        
11 Lihat pasal 1 angka 11 Undang-undang tentang Perlindungan Anak 
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Kemudian dalam pasal 26 Undang-undang Perlindungan anak, orang 
tua mempunyai kewajiban yang hampir sama dengan definisi kuasa asuh 
namun dengan tambahan yaitu mencegah perkawinan pada usia dini. 
Sementara dalam pasal 30, memuat bahwa kuasa asuh bisa dicabut bila 
terdapat penetapan pengadilan, dan pada pasal 32 terdapat hal-hal yang disertai 
dalam penetapan yaitu tidak menghilangkan hubungan darah diantara 
keduanya, tidak menghilangkan kewajiban untuk biaya pemeliharaan, dan 
menentukan jangka waktu. 
Pengaturan dalam kedua ketentuan tersebut menyebabkan terjadinya 
suatu inkonsistensi konsep hak dan kewajiban yang terjadi dalam dua undang-
undang tersebut. Kuasa asuh yang terdapat dalam Undang-Undang 
Perlindungan Anak hanya terdapat kewajiban, sedangkan dalam Undang-
Undang Perkawinan tidak menyebutkan tentang kuasa asuh dan menguraikan 
tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Ini menimbulkan konflik 
konsep makna antara hak dan kewajiban dalam dua undang-undang. Sehingga 
dengan adanya inkonsistensi pengaturan tersebut menyebabkan perbedaan 
perwujudan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dan kuasa asuh. 
Adanya permasalahan tersebut menghasilkan kekaburan norma 
pengaturan antara hak dan kewajiban orangtua terhadap anak dan kuasa asuh. 
Dari sini penulis mengambil judul Makna Hak dan Kewajiban Orang Tua 
Terhadap Anak dan Kuasa Asuh (Studi Perbandingan Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dengan Undang-undang 
Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan Anak).  
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B. Perumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka penulis 
mengambil perumusan masalah yaitu apa persamaan dan perbedaan makna hak 
dan kewajiban orang tua terhadap anak dalam Undang-Undang Perkawinan 
dan kuasa asuh dalam a Undang-Undang Perlindungan Anak ? 
C. Tujuan Penelitian 
Untuk mendeskripsikan dan menganalisis persamaan dan perbedaan 
makna hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dan kuasa asuh dalam 
Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak . 
D. Manfaat Penelitian  
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini digunakan sebagai bahan kajian wawasan ilmu hukum 
perdata keluarga pada umumnya terhadap makna hak dan kewajiban 
terhadap anak dan kuasa asuh dalam a Undang-Undang Perkawinan dan 
Undang-Undang Perlindungan a Anak 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi DPR dan Presiden 
 Sebagai salah satu masukan agar bisa memahami dan menjadi koreksi 
terhadap makna hak dan kewajiban antara orang tua terhadap anak dan 
kuasa asuh a berdasarkan Undang – Undang Perkawinan dan Undang – 
Undang Perlindungan Anak. 
b. Bagi Hakim 
Sebagai salah satu pertimbangan para hakim dan bantuan dalam 
membuat putusan yang berkaitan dengan kuasa asuh anak. Sehingga 
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bila terjadi kasus tentang kuasa asuh anak, maka para hakim dapat 
membuat putusan yang adil. 
E. Orisinalitas Penulisan 
Tabel 1.1 
Tabel Orisinalitas 
NO Nama, Judul, Asal Instansi, 
Rumusan Masalah 
Persamaan Perbedaan Kontribusi Temuan 
1. Andri Yuliansyah, Hak asuh 
anak setelah perceraian 
karena salah satu pihak 
pindah agama  
(Analisis Putusan 
No.3/PDT.G/2011/PN.MTR), 
Fakultas Hukum Universtas 
Mataram 
Rumusan Masalah: 
1). Apakah dasar 
pertimbangan hukum Majelis 
Hakim pada Putusan 
Pengadilan Negeri Mataram 
Nomor 
03/Pdt.G/2011/PN.MTR 
terhadap hak asuh anak 











orang a tua 
dan a aanak 
a serta a 
hak 
asuhnya 








R dan siapa 
yang berhak 
atas hak asuh 
anak mereka. 






































satu pihak berpindah agama? 
2) Siapa yang berhak atas 
pengasuhan anak setelah 
putusnya perkawinan karena 
salah satu pihak berpindah 































2. Syahri Ramadhan, Tinjauan 
Yuridis a Terhadap Hak 
dan a Kewajiban Anak dan 
Orang a Tua Berdasarkan 
Undang-Undang a Nomor 1 
tahun 1974 a Tentang 
Perkawinan dan Hukum 
Persamaan
nya  adalah 
membahas 
a tentang 
hak dan a 
kewajiban 
antara a 
1) Skripsi ini 
membahas a 
peninjauan 
hak a dan 
kewajiban 
anak a dan 



















Islam, a Fakultas Hukum 
Universitas Mataram. 
Rumusan a Masalah : 
1) Bagaimanakah hak a dan 
kewajiban anak a dan orang 
tua berdasarkan a Undang-
Undang Nomor 1  Tahun 1974 
a dan Hukum a Islam ?  
2) Bagaimanakah akibat 
hukumnya a apabila hak dan 
kwajiban a orang tua 
terhadap anaknya a dan 
sebaliknya, a tidak terpenuhi 
menurut a Undang-Undang 
Nomor a1 a Tahun 1974 a dan 
Hukum Islam ? 
orang tua 






salah satu a 
tinjauannya 
dan  Hukum 
Islam; a 






orang a tua 
terhadap 
anak a dan 
kuasa a asuh. 
 
hak a dan 
kewajiban 


















































Pada tabel orisinalitas penulisan yang pertama, penulis membandingkan 
dengan skripsi milik Andri Yuliansyah dari Universitas Mataram dengan judul 
Hak asuh anak setelah perceraian karena salah satu pihak pindah agama 
(Analisis Putusan No.3/PDT.G/2011/PN.MTR). Persamaan dengan skripsi 
yang dibahas oleh penulis adalah sama – sama membahas tentang kuasa asuh,  
perbedaannya adalah skripsi yang Andri tulis adalah mengenai hak asuh anak 
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yang akan didapat ketika salah satu orang tua mereka berpindah agama, 
sedangkan skripsi yang akan penulis buat adalah mengenai makna hak adan 
kewajiban aorang tua aterhadap anak dan kuasa asuh. Skripsi yang dibuat oleh 
Andri ini berkontribusi sebagai acuan para legislator untuk merubah Undang – 
Undang yang berkaitan dengan akuasa asuh anak. Temuan yang didapat dari 
skripsi yang Andri Yuliansyah buat adalah yang berhak mendapatkan hak asuh 
anak tetaplah ibunya, yang berdasarkan beberapa faktor, seperti dari pasal 41 
(1) Undang – Undang Perkawinan, faktor lingkungan, dan sebagainya. 
Pada tabel orisinalitas yang kedua, penulis membandingkan dengan 
skripsi milik Syahri Ramadhan yang juga berasal dari Universitas Mataram 
dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Hak adan Kewajiban Anak dan 
aOrang Tua Berdasarkan aUndang-Undang Nomor a1 tahun 1974 Tentang 
Perkawinan adan Hukum Islam. Persamaan adengan skripsi yang akan apenulis 
bahas adalah membahas atentang hak dan kewajiban orang atua dan anak 
dengan aUndang – Undang Perkawinan sebagai asalah satu tinjauannya, 
sedangkan aperbedaan dengan skripsi yang aakan penulis buat adalah aaSyahri 
membahas hak dan akewajiban anak dan orang atua berdasarkan aUndang – 
Undang perkawinan adan hukum Islam, sedangkan askripsi yang akan apenulis 
buat adalah mengenaia makna hak dan kewajiban orang tua aterhadap anak dan 
kuasa asuh. aSkripsi yang dibuat oleh Syahri Ramadhan berkontribusi auntuk 
memberikan pemahaman atentang hak dan kewajiban anak adan orang tua 
kepada masyarakat adan kalangan aakademis. Temuan yang diberikan dari 
skripsi Syahri Ramadhan ini adalah terjadi perbedaan signifikan antara hak dan 
kewajiban anak adan orang tua berdasarkan aUndang – Undang Perkawinan 
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dan ahukum Islam, Undang – Undang aPerkawinan melihat dari sisi sosial, 
kemudian hukum Islam memberikan secara spesifik tentang Hak dan 
kewajiban anak dan orang tua itu sendiri. 
F. Sistematika Penulisan 
a. BAB I PENDAHULUAN 
Bab pendahuluan membahas Latar Belakang penulis amemilih 
judul, Rumusan aMasalah yang digunakan, aTujuan Penulisan dalam 
Skripsi ini, aManfaat Penulisan dari Skripsia ini, Orisinalitas Penulisan 
dari skripsi ini, dan aSistematika Penulisan dari skripsi aini. 
b. BAB II aTINJAUAN aPUSTAKA 
Bab Tinjauan Pustaka membahas mengenai kajian tentang Makna, 
kajian tentang anak dan status hukum, kajian tentang Kuasa asuh anak, 
Tinjauan Umum tentang Hak dan kewajiban. 
c. BAB III METODE PENELITIAN 
Bab Metode Penelitian membahas  mengenai jenis penelitian yang 
akan adigunakan, Pendekatan Penelitiana yang digunakan, aJenis dan 
Sumber ahukum, Teknik Penelusuran aBahan Hukum yang adigunakan, 
Teknik Analisis aBahan Hukum yang digunakan, adan Definisi 
Konseptual yang digunakan. 
d. BAB IV PEMBAHASAN 
Bab pembahasan membahas mengenai persamaan dan perbedaan 
makna dalam ahak dan kewajiban orang atua terhadap anak dan akuasa 
asuh berdasarkan aUndang-Undang Nomor a23 tahun 2002 aJuncto 
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Undang – Undang aNomor 35 tahun a2014 tentang Perlindungan aAnak 
dan Undang-Undang aNomor 1 tahun 1974 tentang aPerkawinan. 
e. BAB V PENUTUP 







A. Kajian tentang Makna 
1. Definisi Makna 
Makna, secara etimologi berasal dari bahasa Arab, ني  yang artinya ,ع
melahirkan, penjelasan tepatnya berarti perkara yang dilahirkan dari 
tuturan, dan berubah sesuai dengana perubahan makna ayang terdapat 
dalam pikiran manusia
1
. Makna merupakan kata dasar dari banyak kata 
hubung, begitu yang dijelaskan dalam KBBI. Menurut KBBI itu sendiri, 
makna adalah maksud pembicara atau penulis, pengertian yang diberikan 
dalam suatu bentuk kebahasaan
2
. Makna juga terdapat dalam berbagai kata 
hubung, seperti bermakna, membermaknakan, memaknakan, dan lain 
sebagainya.  
Para ahli juga mendefinisikan makna secara berbeda – beda. 
Menurut Colin Cherry, menjelaskan bahwa makna merupakan pelacur 
dalam kata, penggoda yang membujuk agar menyimpang dari jalan 
kesucian ilmiah
3
. Kemudian, menurut Brodbeck, merujuk pada makna 
referensial, dimana makna suatu istilah adalah objek, pikiran, ide, atau 





                                                        
1 Taufiqurrohman, Leksikologi Bahasa Arab, UIN Malang Press, Malang, 2008, hlm 24. 
2 Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online) http://kbbi.web.id/makna (16 Juni 2016) 
3 Lawrence Kinkaid, Asas – Asas Komunikasi Antar Manusia, Penerbit LP3ES, Jakarta, 1987, 
hlm 55. 
4 Aubrey Fisher, Teori – Teori Komunikasi, Penerbit Remaja Rosda Karya, Bandung, 1986, hlm 
344. 
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2. Jenis – Jenis Makna 




1. Makna Konotatifa 
Makna yang berupa kiasan aatau yang disertai nilaia rasa, 
tambahan-tambahan sikapa sosial, sikap pribadi asikap dari suatu 
zaman, adan criteria-kriteria tambahana yang dikenakan apada 
sebuah maknaa konseptual. Contohnya adalah meja, meja hijau, 
yang dimaksud disini bukanlah meja dalam bentuk benda, yaitu 
lembaga peradilan; 
2. Makna Lesikala 
Makna kata yanga terdapat dalam kamus, aistilah kata ini berasal 
dari kata aleksikon, yang berarti akamus. Contohnya adalah abelai 
yang berarti usap, acela yang berarti cacat, adan sebagainya; 
3. Makna Gramatikala 
Makna kata yang adiperoleh dari hasil aperstiwa tata bahasa, 
aistilah gramatikal dari kata agrammar yang artinya atata bahasa. 
Contohnya adalah abergantungan sama artinya adengan saling 
bergantung satu asama lain; 
4. Makna Asosiatifa 
Makna ini mencakup keseluruhan ahubungan makna dengan analar 
diluar bahasa. Ia aberhubungan dengan masyarakat apemakai 
bahasa, pribadi amemakai bahasa, perasaan pemakai abahasa, nilai-
                                                        
5  Riadi, Muchlisin, Pengertian dan Jenis - Jenis Makna Kata Dalam Bahasa (Online) 
http://www.kajianpustaka.com/2013/03/pengertian-dan-jenis-jenis-makna-kata.html (diakses 
tanggal 16 Juni 2016) 
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nilai masyarakat apemakai bahasa dan perkembangana kata sesuai 
kehendak pemakai abahasa. Makna ini dibagi amenjadi 5 bagian, 
antara alain: 
a) Makna Kolokatif a 
Makna kolokatif lebiha berhubungan dengan penempatana 
makna dalam frase asebuah bahasa. Kata akaya dan miskin 
terbatas apada kelompok farase. Makna akolokatif adalah 
makna kata ayang ditentukan oleh penggunaannyaa dalam 
kalimat. Kata yang abermakna kolokatif memiliki amakna 
yang sebenarnya; 
b) Makna Reflektif a 
Makna Reflektif adalah amakna yang mengandung asatu 
makna konseptual adengan konseptual yang alain, dan 
cenderung kepada asesuatu yang bersifat sacral, a suci/tabu 
terlarang, kurang asopan, atau haram serta adiperoleh 
berdasarkan pengalaman apribadi atau pengalaman sejarah; 
c) Makna Stilistika a 
Makna Stilistika adalah amakna kata yang adigunakan 
berdasarkan keadaan aatau situasi dan alingkungan 
masyarakat pemakaia bahasa itu; 
d) Makna Afektifa 
Makna Afektif adalah amakna yang dipakai oleh 
apembicara berdasarkan perasaan ayang digunakan adalam 
berbahasa; a 
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e) Makna Interpretatifa 
Makna Interpretatif adalah amakna yang aberhubungan 
dengan penafsiran adan tanggapan daria pembaca atau 
pendengar, amenulis atau berbicara, amembaca atau 
mendengarkan. a 




1. Makna Denotatif 
Makna yang sebenarnya yang sama dengan makna lugas untuk 
menyampaikan sesuatu yang bersifat faktual. Makna pada kalimat 
yang denotatif tidak mengalami perubahan makna. Contohnya 
adalah Budi pergi ke dokter; 
2. Makna Lugas 
Makna yang sangat mirip dengan makna denotatif, namuan makna 
ini lebih memperjelas tujuan yang dimaksud. Contohnya adalah 
Pak Tani meminum teh di gazebo sawah bersama Pak Gimbo dan 
Pak Budi; 
3. Makna umum 
Makna yang memiliki ruang lingkup cakupan yang luas dari kata 
yang lain. Contohnya adalah tukang palak itu sering memalak 
kendaraan umum yang lewat; 
4. Makna Khusus 
                                                        
6 Godam, Pengertian Makna Denotatif, Konotatif, Lugas, Kias, Leksikal, Gramatikal, Umum 
Dan Khusus, (Online), http://www.organisasi.org/1970/01/pengertian-makna-denotatif-
konotatif-lugas-kias-leksikal-gramatikal-umum-dan-khusus.html (diakses tanggal 16 Juni 2016) 
 18 
Makna yang memiliki ruang lingkup cakupan yang sempit dari kata 
yang lain. Contohnya adalah  Tukang palak itu sering memalak bis 
kopaja yang lewat. 
Makna mempunyai tiga tingkatan kepahaman. Kepahaman tingkat 
pertama yaitu makna dipahami sebagai isi dari bentuk kebahasaan, tingkat 
kedua yaitu isi dari kebahasaan, sedangkan yang ketiga yaitu makna 
berubah menjadi suatu isi komunikasi yang nantinya akan menjadi suatu 
informasi dimana nantinya antara informasi itu menjadi berharga atau 
bahkan tidak berharga sama sekali.
7
 
Kemudian, makna juga memiliki hubungan dengan ilmu leksologi, 
dimana makna adalah hasil dari hubungan antara kata dan acuannya. 
Mengingat kamus adalah produk dari leksikologi. Maka, sebuah kamus 
dianggap lengkap apabila sebuah acuan yang dibutuhkan orang dapat 
diketahui melalui pemaparan makna leksikal di kamus.
8
  
3. Teori Makna 
Makna juga mempunyai teknik  untuk memperjelas lebih dalam. 
Ada 4 teori yang menjelaskan teknik tentang makna, antara lain teori 
komponensial, teori referensial, teori konseptual, dan teori behavioris. Ke 
empat teori tersebut adalah teori utama dalam menjelaskan teknik-teknik 
menjelaskan makna. 
                                                        
7  Fatimah Djajasudarma, Semantik 1: Makna Leksikal Dan Gramatikal, Penerbit Refika 
Aditama, Bandung, 2012, hlm 8 
8 Taufiqurrohman, Loc. Cit, hlm 26 
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Teori pertama adalah teori komponensial, teori makna ini adalah 
teori makna kata yang terdiri dari sejumlah fitur semantik
9
. Selain itu, 
Lehler juga mengungkapkan bahwa teori bahwa komponen makna secara 
teoritis mengkonstruksi masing-masing butir leksikal yang bisa 
digambarkan dalam kaitan dengan komponen yang  bersangkutan, 
komponen makna juga bisa menafsirkan suatu kalimat dengan 
menyediakan makna pada satuan butir leksikal dan makna gramatikal
10
. 
Klasifikasi dari teori ini antara lain:
11
 
1) Menyatakan ciri bersama; 
2) Memisahkan makna yang berbeda dari yang lain; 
3) Menentukan dasar dari kelompoknya. 
Teori kedua adalah teori referensial, dibagi menjadi dua, yaitu 
makna denotative dan makna konotatif yang sudah dijelaskan sebelumnya. 
Teori ini memiliki hubungan antara kata, makna kata, dan dunia 




1) Kata yang membawa makna; 
2) Makna yang dibentuk dengan kata; 
3) Dunia kenyataan yang mengacu pada kata. 
Teori yang ketiga, adalah teori konseptual. Teori ini adalah teori 
semantik yang berfokus pada kajian makna yang terdapat dalam pikiran – 
                                                        
9  Katharina Endrianti Sukomto, Fungsi Itu Pada Awal Tuturan, Englonesian, Jurnal Ilmiah 
linguistic Vol 1, Mei 2005 
10 M. Syarif Hidayatullah, Cakrawala Linguistik Arab, Penerbit Alkitabah, Tangerang Selatan, 
2012, hlm 119. 
11M. Syarif Hidayatullah, ibid, hlm 121. 




. Nama lain dari teori ini adalah  teori ideasional, teori 
intensional, dan teori mentalistik. Contoh dari kata yang berasal dari teori 
konseptual adalah bunga melati, bunga ini tidak hanya identik dengan 
bunga kematian, bunga ini bisa juga melambangkan identitas perkawinan 
orang Jawa.  
Teori yang terakhir adalah teori behaviouris. Menurut pakar 
psikologi Amerika, John B Watson, mengatakan bahwa suatu ungkapan 
ialah rangsangan yang menimbulkannya, atau respon yang 
ditimbulkannya
14
. Contoh kalimat dari teori  ini adalah suatu hari seorang 
ayah dan anak lelakinya berjalan – jalan di Alun-Alun kota, kemudian 
anak lelakinya tersebut lapar dan ingin meminta makan nasi, dan tanpa 
pikir panjang ayah langsung membelikannya nasi dengan lauk pauk 
lengkap. 
B. Kajian tentang Anak dan Status Hukum Anak  
1. Definisi Anak 
Anak adalah sebuah keturunan dari pasangan suami isteri yang telah 
menikah, anak dianggap sebagai cerminan dari sikap orang tua selama 
mereka menikah, dikarenakan anak selalu mencontoh sikap orang tua itu 
sendiri. Ketika sang anak beranjak dewasa, dan orang tua sudah tidak mampu 
lagi, maka anak juga harapan mereka bertumpu
15
. Jika tidak, maka sang anak 
akan dianggap sebagai anak yang durhaka.  
                                                        
13 Muhammad Matsna, Orientasi Semantik Al-Zamakhsyari, Penerbit Anglimedi, Jakarta, 2006, 
hlm 20. 
14 Taufiqurrohman, Loc.Cit, hlm 42. 
13.
 
Idjoel, Pengertian Anak Menurut Para Ahli (Online), http://www.idjoel.com/pengertian-
anak-menurut-para-ahli/ , (Diakses tanggal 25 Oktober 2015). 
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Menurut para ahli, anak diartikan sebagai berikut:
 16
 
1. Family Discovery 
Anak adalah peran utama dalam sebuah perjalanan sukses 
kehidupan 
2. Dra. Suryana 
Anak adalah rahmat dan amanat Allah, penguji iman, media 
beramal, unsur kebahagiaan, tempat bergantung di hari tua, 
penyambung cita – cita, dan sebagai makhluk yang harus dididik. 
3. Nurhayati Pujiastuti 
Anak adalah buah hati orangtuanya, tempat orangtua menaruh 
harapan ketika tua dan tidak mampu kelak. 
Anak selalu mempunyai batasan – batasan sendiri di dalamnya, 
karena anak selalu bertumbuh setiap detik, dan mempunyai kehidupan 
yang terlama di alur kehidupan manusia. 
Setiap anak selalu dilahirkan bagai kertas putih, yaitu lahir dengan 
suci dan tidak berdosa, yang merubahnya menjadi baik dan buruk adalah 
lingkungan dan dirinya sendiri ketika dewasa. Bangsa dan Negara 
menggantungkan harapannya pada anak, karena jika sang anak 
berkepribadian baik, maka bangsa dan Negara itu akan baik, jika 






                                                        
16
Admin, 2014, Pengertian Anak menurut Para Ahli Adalah (online), 






manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung 
secara berurutan, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang 
tertentu, dan bisa berlaku umum.  
 
Dalam semua undang – undanga yang membahas tentanga anak, 
banyak sekali definisia yang bisa di dapatkan, aseperti dalam aUndang-
undang aNomor 23 tahun 2002a tentang Perlindungan Anaka pasal 1 
angka a1 yang mengatakan bahwaa anak adalah seseorang ayang berusia 
dibawah 18 atahun dan janin yang aberada di dalam akandungan. 
Hak dan kewajibana anak tertuang dalam aBAB III Undang-undang 
Nomor 23 atahun 2002 tentang Perlindungan aAnak, diantaranya 
sebagai aberikut: 
1. Anak berhak auntuk hidup, tumbuh kembang, adan terlindung adari 
diskriminasi; 
2. Anak berhak auntuk mendapat identitasa dan bebas memeluk agama 
apapun, dalam abimbingan orang atua; 
3. Anak berhak auntuk menyatakan didengar apendapatnya dan 
memberikan ainformasi sesuai dengan ausia dan tingkat 
kecerdasannya; a 
4. Orang tua berkewajiban amengasuh, memelihara, mendidik, adan 
menumbuh kembangkannya adengan bakat yang asesuai; 
5. Negara dan pemerintaha wajib untuk memberi dukungan adan 
perlindungan bagia anak; 





Pengertian anak berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia aadalah 
keturunan atau manusia ayang masih kecil
19
. Selain apenerus sebuah 
keturunan, aanak juga merupakan seseorang ayang belum mengalami 
perkawinan, akarena penjelasan ini hingga sekarang masih menjadi 
                                                        
17
 Lesmana, Andi, Definisi Anak (online), https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/,  
(diakses tanggal 27 Oktober 2015) 
18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4235. 
19 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta,1990. hlm. 81. 
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patokan penjelasan adalam kehidupana sehari-hari. Selanjutnya, patokan 
penjelasan tentang anak adalah tentang usia, meskipun seringkali menjadi 
perdebatan, tetapi tetap saja usia masih menjadi salah satu patokan 
definisi. 
Selain dalam Undang-undang Perlindungan Anak, ada suatu 
peraturan aperundang-undangan tentang anak ayang sebelumnya, ayaitu 
Undang-Undang aNomor 4 tahun 1979 tentang aKesejahteraan Anak, 
dalam apasal 1 ayat 2 dijelaskan abahwa anak merupakan aseseorang 
yang belum berusiaa 21 tahun berdasarkan kematangan apribadi, 
kematangan mental dan sebagainya
20
. 
4. Jenis – Jenis Anak Berdasarkan Status Hukum 
Kemudian, berdasarkan statusnya, dibagi sebagai berikut: 
1. Anak kandung/anak saha 
Anak yang dilahirkana dari hasil hubungan orang atua mereka yang 
telaha sah menikah dan secaraa otomatis sah secara hukum. aAnak 
sah menurut pasal a42 Undang-undang perkawinana adalah anak 
yang dilahirkana akibat dari adanya perkawinana yang sah.
21
 
kemudian dalam apasal 99 Kompilasi Hukum aIslam menyebutkan 
bahwa aAnak yang sah adalah aanak yang dilahirkan dalam aatau 
akibat perkawinan ayang sah dan  hasil aperbuatan suami isteri 
yanga sah diluar rahim dana dilahirkan oleh isteri atersebut.
22
 
2. Anak luar kawina  
                                                        
20 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 
21 Lihat Pasal 42 Undang-undang tentang Perkwinan 
22
 Lihat Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam 
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Anak yanga dilahirkan dari hasil hubungan orang tua mereka yang 
dilakukan secara tidak sah, tetapi mengakui ada hubungan tali 
keluarga. Anak diluar kawin hanya dapat diakui ketika kedua 
pasangan sama-sama belum menikah dan tidak memiliki hubungan 
darah. Ketika salah satu pihak telah memiliki hubungan pernikahan 
yang sah maka anak tersebut tidak dapat diakui. Anak diluar kawin 
ini hanyanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. 
3. Anak semenda 
Anak yang muncul akibat dari perkawinan dari garis keturunan 
sederajat (dalam hal ini adalah saudara tiri, sepupu, dan 
sebagainya.)  
4. Anak zina 
Anak yang dilahirkan dari hasil hubungan orang tua mereka yang 
tidak sah, tetapi salah satu dari orang tua mereka telah menikah 
terlebih dahulu. Sehingga status hukum anak ini tidak dapat 
menerima hak waris dari ayah dan ibunya, tetapi anak tersebut 
memiliki hak untuk menerima nafkah dari ayah dan ibunya. 
5. Anak angkat/anak aadopsi 
Anak yang haknya dialihkana dari orang tua merekaa yang sah 
kepada orang atua angkatnya melalui penetapan hakim. Pengaturan 
tentang anak angkat diatur dalam aUndang-undang Perlindungan 
anak adan dalam PP Nomor 54 tahun 2007 atentang Pengangkatan 
Anak. Pengaturan tersebut pada intinya memperbolehkan seseorang 
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untuk dapat mengangkat anak untuk kebaikan anak tersebut dan hal 
ini harus didasarkan dengan peraturan ini.
23
 
Anak memiliki suatu kedudukan spesial, salah satunya yaitu 
kedudukan mewaris, anak menjadi ahli waris utama diantara sanak 
keluarga pewaris yang lain, dan ini diakui dalam 3 hukum waris, yaitu 
hukum waris BW, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. 
Sebelum anak menjadi sah dan dewasa secara hukum, mereka akan 
selalu berada dibawah akekuasaan orang tua. Tentang akekuasaan orang 
tua, adituntut pula hubungan timbal abalik antara orang tua adan anak–
anak, bahwa atiap – tiap anak dalam umur berapaa pun juga, awajib 
menaruh kehormatan adan keseganan terhadap abapak dan ibunya 
24
.  
Undang-undang aNomor 1 Tahun 1974 tentang aPerkawinan juga 
menjelaskan tentang ahubungan timbal balik aini, diantaranya sebagai 
berikut: a 
1. Orang tua wajib memeliharana dan mendidik anak adengan sebaik-
baiknyaa 
2. Anak wajib untuk amematuhi kedua orangtuanyaa 
3. Ketika anak telah adewasa, maka mereka awajib memelihara  orang 




C. Kajian tentang hak dan kewajibana 
1. Definisi Hakaa 
Hak dana kewajiban, pada umumnya adalah hubungan yang dilakukan 
antar manusia. Seringkali, banyak orang mengira hak dan kewajiban memiliki 
hubungan yang hampir sama seperti simbiosis. Kenyataannya itu adalah hal 
                                                        
23 Lihat PP Nomor 54 tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak 
24 Soedharyo Soimin, SH, Hukum Orang dan Keluarga: perspektif Hukum Perdata Barat/BW, 
Hukum Islam, dan Hukum Adat edisi revisi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 48 
25
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3019. 
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yang berbeda, simbiosis dilakukan pada hewan, sedangkan hak dan 
kewajiban dilakukan pada manusia. 
Hak dan kewajiban sangatlah luas ragamnya, hak dan kewajiban terjadi 
dalam seluruh kehidupan umat manusia. Hak dan kewajiban dalam kehidupan 
manusia adalah hubungan timbal balik. Hak dan akewajiban dibagi dalam 
banyaka bidang, beberapa diantaranya aadalah: 
1. Hak dana kewajiban di bidang apolitik 
2. Hak dana kewajiban di bidang asosial budaya 
3. Hak dan kewajiban di bidang pertahanan dan keamanan 
4. Hak dan kewajiban di bidang ekonomi26. 
Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, hak memiliki definisi yang 
beragam. Tetapi, intinya adalah hak merupakan sesuatu yang mutlak terjadi 
milik kita dan tergantung kita sendiri
27
. Sebutan untuk hak yang sering 
didengar orang adalah hak asasi manusia (HAM). HAM berisi bagaimana 
hak-hak kita terhadap sesama diri sendiri dan warga negara. 
HAM secara akhusus terdapat dalam apasal 28A hingga pasal 28J 
Undang-Undang Dasar aNegara Republik Indonesia tahun 1945a 
(Selanjutnya disebut sebagai UUD NRI 1945).  Isi pasal-pasal tersebut adalah 
dimana semua warga berhak untuk hidup, mendapatkan perlindungan, dan 
menganut agama sesuai dengan yang dianut oleh masing-masing orang. 
 
                                                        
26 Langkah Pembeladjaran, Makna Pengertian Hak dan Kewajiban Beserta Contohnya (Online), 
http://www.langkahpembelajaran.com/2015/02/makna-pengertian-hak-dan-kewajiban.html 
(diakses tanggal 03 April 2016) 
27  Brainly, Apa arti dari hak dan kewajiban ? (Online), http://brainly.co.id/tugas/335591 
(diakses tanggal 29 Maret 2016) 
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2. Teori tentang Hak 
Hak-hak menurut Curzon dapat dikelompokkan sebagai berikut: a 
a) Hak-hak yang asempurna dan tidak asempurna 
Hak yang sempurnaa adalah hak yang adapat dilaksanakan amelalui 
hukum hak ini adapat dimisalkan melaluia pemaksaan oleh hukum. 
Hak ayang tidak sempurna adalaha hak yang diakui oleh ahukum, 
tetapi haka tersebut tidak selalu adilaksanakan oleh pengadilan. a 
b) Hak-hak utama adan tambahan 
Hak autama adalah hak ayang dapat diperluas aoleh hak-hak alain. 
Hak tambahan aadalah hak-hak ayang melengkapi haka utama. 
c) Hak-hak pidana adan perdata 
Hakapublik adalah haka yang ada dalam masyarakat pada umumnya. 
Haka perdataa adalah hak yang ada dalam aperorangannya. a 
d) Hak-hak apositif dan negatif 
Hak positif adalah ahak untuk menuntut adilakukannya perbuatan-
perbuatan apositif dari pihak akewajiban korelatif berada. a  
e) Hak-hak milika dan pribadi 
Hak milik adalah ahak-hak yang amemiliki berhubungan adengan 
barang-barang yang adimiliki oleh seseorang ayang biasanya bisa 
dialihkan. Hak-haka pribadi berhubungan dengana kedudukan 





                                                        
28 Satjipto Rahadrjo, Ilmu Hukum: Cetakan ke-6, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 
61-62 
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3. Definisi Kewajiban 
Sedangkan kewajiban adalah hal-hal yang harus dilakukan setelah 
mendapatkan amanat, kewajiban dianggap sebagai suatu beban karena 
dalam kewajiban sendiri terdapat rasa tanggung jawab, bila kewajiban 
tidak bisa dilaksanakan dengan baik maka akan ada resiko yang harus 
dijalankan. Maka dari itulah, kewajiban berasal dari kata dasar wajib, yang 
memiliki arti segera dilaksanakan. 
Kewajiban juga termasuk penerapan dari suatu peraturan yang 
tertulis dan dilaksanakan. Sebagai contoh, kewajiban dalam perjanjian jual 
beli, bila perjanjian telah selesai, maka kewajiban dari satu pihak yaitu 
debitur, kewajiban telah dilaksanakan dengan baik. Kemudian, dalam 
demokrasi, ambil contoh dalam pemilihan umum, warga negara Indonesia 
wajib untuk memenuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Komisi 
Pemilihan Umum (KPU). 
Kewajiban juga terdapat dalam peraturan, yaitu peraturan tentang 
penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Peraturan tentang 
penggunaan bahasa Indonesia yanga baik dan benar terdapata dalam 
Undang-Undang aNomor 24 tahun 2009a atentang Bendera, Bahasa, aDan 
Lambang Negara aSerta Lagu Kebangsaan. a 
Pasal 31 aUndang-Undanga Nomor a24 tahun 2009a berisi: 
1. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau 
perjanjian yang melibatkan lembaga Negara, instansi pemerintahan 
Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan 
warga negara Indonesia 
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2. Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada 
aayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa 




Bisa dilihat dari tulisan dalam Undang-Undang tersebut bahwa 
bahasa Indonesia adalah bahasa yang wajib digunakan sehari-hari oleh 
seluruh warga negara Indonesia. Tetapi kenyataannya adalah jarang sekali 
warga negara Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai 
bahasa keseharian, alasannya sederhana, beberapa daerah di Indonesia, 
terutama di luar pulau Jawa, warga disana sering menggunakan bahasa 
daerah masing-masing. Selain itu, arus globalisasi membuat warga negara 
Indonesia lebih menyukai menggunakan bahasa asing dengan alasan itu 
membuat budaya lokal tercampur dengan budaya luar. 
Kewajiban juga terdapat dalam aUndang-Undang lain, akewajiban 
juga terdapat dalam aUndang-undang Perlindungan aAnak. Kewajiban 
utama dalam Undang-undang Perlindungan Anak terletak dalam pasal 26, 
yaitu kewajiban yang harus dimilikia orang tua. Pasal 26 aUndang-
Undang Perlindungan aAnak berisi: a 
1. Orang tua aberkewajiban untuk 
a. mengasuh, amemelihara, mendidik, dan amelindungi anak; 
b. menumbuhkembangkan aanak sesuai kemampuan, abakat, dan 
minat;dan; 
c. mencegah aterjadinya perkawinan pada ausia anak-anak. 
2. Dalam hal aorang tua tidak ada, aatau tidak diketahui akeberadaannya, 
atau karena asuatu sebab, tidak adapat melaksanakan kewajiban adan 
tanggung jawabnya, amaka kewajiban dan tanggung ajawab 
sebagaimana dimaksud adalam ayat (1) dapat aberalih kepada keluarga, 




                                                        
29 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, 
Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5035. 
30 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109. 
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4. Teori tentang kewajiban 
Kewajiban, menurut Curzon, mempunyai pengelompokan tersendiri, 
pengelompokan kewajiban diuraikan sebagai berikut: a 
a) Kewajiban yang amutlak dan nisbi 
Menurut aAustin, kewajiban mutlak aadalah kewajiban yang atidak 
mempunyai pasangan adengan hak. Contohnya adalaha kewajiban 
yang ditujukan auntuk diri sendiri. Sedangkana kewajiban nisbi 
adalah kewajiban ayang melibatkan hak di alain pihak. 
b) Kewajiban-kewajiban publik adan perdata 
Kewajiban publik aadalah korelasi dengan ahak-hak publik, 
kewajibana ini adalah kewajiban untuka mematuhi hukum pidana. 
Kewajiban aperdata adalah korelatif dari ahak-hak perdata, 
kewajiban ini aadalah kewajiban yang atimbul dari unsur aperdata. 
c) Kewajiban-kewajiban ayang positif dan negatif 
Kewajiban positif adalah kewajiban yang amenghendaki 
dilakukannya perbuatan apositf. Kewajiban anegaitf merupakan 
kewajiban adimana suatu pihak atidak melakukan asesuatu. 
d) Kewajiban-kewajibana yang universal, umum, dan khusus 
Kewajiban universal adalah kewajiban yang berlaku secara universal 
(kewajiban untuk mematuhi undang-undang untuk seluruh awarga 
negara). Kewajiban aumum adalah kewajiban yang aditujukan pada 
golongan-golongan atertentu. Kewajiban khusus aadalah kewajiban 
yang timbul dari abidang hukum tertentu. 
e) Kewajiban-kewajibana primier yang bersifat memberi asanksi 
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Kewajiban primer aadalah kewajiban yang tidak atimbul dari perbuatan 
melawana hukum. Kewajiban yang bersifata memberi sanksi adalah 
kewajibana yang timbul dari aperbuatan melawan hukum.
31
 
D. Kajian tentang kuasa asuh  
1. Definisi Kuasa Asuh  
Dalam hukum Islam, Pengasuhan diistilahkan dengan hadhanah, 
yaitu pengasuhan anak yang masih kecil dan belum mumayyiz (berakal). 
Hadhanah tidak hanya mencakup urusan pemenuhan kebutuhan primer. 
Tetapi, meliputi juga seluruh hal yang akan mendatangkan 
kemaslahatannya, menjaga anak dari hal-hal yang menyakiti atau 
membahayakannya, mendidiknya baik jasmani maupun ruhani, serta 
memberikan kasih sayang yang tulus
32
. Menurut pasal 105 aKompilasi 
Hukum Islam a (KHI), anak yang berusia dibawah 15 tahun, hak asuhnya 
jatuh di tangan ibunya.  
Lahirnya pasal tersebut dieksplorasi dari beberapa syarat dan sumber 
hukum dalam hukum islam, seperti hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad 
dan Abu Dawud, ada peristiwa, seorang wanita mengahadap Rasulullah 
dan berkata, ya Rasululah bahwasanya anakku ini perutkulah yang 
mengandungnya, asuhkanlah yang mengawasinya, dan air susukulah 
minumannya. Bapaknya hendak mengambil dariku, maka bersabdah 
rasulullah, engkau lebih berhak untuk memelihara anak itu, selama 
engakau belum menikah dengan lelaki lain. Dalam hadits yang lain, 
                                                        
31 Satjipto Rahadrjo, Op. Cit, hlm 60 – 61. 
32  Admin, 2015, Hak Asuh Anak, Siapa yang Berhak ?, (online) 
http://www.republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/15/08/07/nspfog1-hak-asuh-anak-siapa-
yang-berhak,  (diakses tanggal 27 Oktober 2015) 
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Rasulullah memberi ultimatum terhadap orang yang memisahkan anak 
dari ibunya, Rasululah bersabda, barangsiapa yang memisahkan antara 
seorang ibu dengan anaknya, niscaya Allah akan memisahkan orang itu 
dengan kekasihnya di hari akiamat.
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Sebagaimana yang diatur aUndang-undang Nomor 23a Tahun 2002 
tentang aPerlindungan Anak adalah konsepsi perlindungan anak yang 




2. kepentingana yang terbaik bagi aanak; 
3. hak untuk ahidup, kelangsungan hidup, adan perkembangan; 
dan 
4. penghargaana terhadap pendapat aanak. 
2. Pelaksanaan Kuasa Asuh 
Pelaksanaan hak aasuh anak, baik aoleh ibu atau aayahnya, harus 
disertai aoleh keselamatan jasmani adan rohani si aanak meskipun biaya 
kehidupan asi anak telah tercukupi. Apabila apemegang hak asuh aanak, 
baik ayah maupun aibunya, ternyata tidak adapat menjamin keselamatan 
jasmani adan rohani si aanak, maka kerabat ayang bersangkutan dapat 
meminta akepada Pengadilan Agama auntuk memindahkan hak aasuh 
anak tersebut akepada kerabat alainnya.
35
 
                                                        
33  Damang, 2011, Perceraian dan Kompetensi Hak asuh anak , (Online) 
http://www.damang.web.id/2011/12/perceraian-kompetensi-hak-asuh-anak.html,  
(diakses tanggal 27 Oktober 2015) 
34  Wuri D Yuliastri, SH & partners, Hak Asuh Anak Setelah Perceraian, (Online)  
http://pengacarasemarang.blogspot.co.id/2013/02/hak-asuh-anak-setelah-perceraian.html, 
(diakses tanggal 27 Oktober 2015). 
35 Admin, 2015, Hak Asuh Anak dalam Perceraian (Online)  http://www.legalakses.com/hak-
asuh-anak-dalam-perceraian/  (diakses tanggal 27 Oktober 2015) 
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Kerabat yang dimaksud adalah wali. Wali adalah orang yang 
ditunjuk sebagai pengganti orang tua bila orang tua tidak bisa 
menguasakan anak dalam berbagai perbuatan hukum. Hal ini khusus 
ditujukan bila anak belum mencapai ausia 18 (delapan belas) atahun.  
Wali diatur adalam pasal 50 Undang-undang aNomor 1 tahun a1974 
tentang aPerkawinan, isinya yaitu: 
1) Anak ayang belum mencapai aumur 18 (delapan belas) tahun 
aatau belum pernah melangsungkan aperkawinan, yang tidak 
berada adibawah kekuasaan orang tua, aberada dibawah 
kekuasaan awali. 





Selain orang tua yang bisa dicabut kekuasaan hak asuh anak, maka 
wali pun juga bisa dicabut hak asuhnya. Namun, yang dapat mengajukan 
pencabutan kekuasaan hak asuh anak adalah sebagai berikut:
37
 
1) Orang tua, apabila salah asatunya dimintakan pencabutan; 
2) Keluarga aanak dalam garis lurus ake atas; 
3) Saudara kandung ayang telah dewasa; 
4) Pejabat ayang berwenang. 
Wali yang diatur dalam hukum Islam banyak mengatur untuk anak 
yatim. Ini diatur dalam QS 4: 2, QS 4: 3, QS 4:6, QS4 4:10. Dari semua 
ayat Al-Quran tersebut, kita melihat bahwa Tuhan menghendaki adanya 
orang atau badan yang mengurus anak yatim dan harta anak yatim itu. 
Suatu hal sebagai kelanjutan proklamasi Tuhan bahwa anak yatim 
                                                        
36 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor  1 
37 Abdul kadir Muhammad, SH., Hukum Perdata Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 
2000, hlm 97. 
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mempunyai harta , sedangkan anak yatim itu tentu masih belum dewasa 
sehingga belum sanggup mengurusi harta
38
. 
Secara alamiah, orang tua lah yang mempunyai tanggung jawab 
untuk memelihara, mendidik, dan sebagainya. Sudah menjadi kewajiban 
orang tua untuk menyayangi anak, tetapi selain orang tua, lingkungan 
sekitar juga mempunyai pengaruh yang sangat penting bagi anak.  
Selain orang tua, lingkungan sekitar juga memiliki kewajiban untuk 
menjaga anak, seperti dalam pasal 25 Undang-Undang aPerlindungan 
Anak, yaitua 
Pasal 25 Undang-Undang aNomor 23 tahun 2002 aberisi: 
Kewajiban dan tanggung ajawab masyarakat tentang aperlindungan 
anak dilaksanakan amelalui kegiatan peran amasyarakat dalam 
penyelenggaraana perlindungan anak. 
 
Pada dasarnya, ibu yang sebenarnya wajib untuk  mengasuh anak 
hingga besar nanti, tetapi ibu tidak sendiri, ada ayah dan pihak keluarga 
dari suami dan aistri yang apunya kewajiban yang sama tetapi ada 
batasannya, yaitu tidak boleh terlalu mencampuri urusan pengasuhan telalu 
dalam. Bila ibu lalai dalam mengasuh anaknya, maka solusi pertama 
adalah memberikan kewajiban dari kuasa asuh anak kepada garis 
keturunan keluarga ibu, bila tidak bisa juga, maka kewajiban beralih 
kepada ayah, sementara bila ayah jua tidak bisa, maka dialihkan kepada 
garis keturunan keluarga ayahnya.  
Kenyataannya banyak sekali yang meleset, banyak sekali ayah atau 
ibu, terutama dalam kondisi perceraian, ketika pengasuhan anak jatuh ke 
                                                        
38 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 135. 
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tangan ibunya, ayah yang tidak terima dengan putusan tersebut akan 
melakukan hal apa saja, untuk mendapatkan pengasuhan anak seutuhnya 
tanpa meminta persetujuan dari pihak ibu. Bahkan bisa melakukan hal-hal 
yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ada. 




1. Orang yang mengasuhnya harus memiliki akal sehat, bukan 
budak, bersikap jujur, dan bukan musafir. 
2. Ibu yang memiliki penguasaan asuh terhadap anak tidak menikah 
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A. Jenis aPenelitian 
Penelitian ini amenggunakan jenis apenelitian yuridis normatif. 
Penelitian ini akan dilakukan dengan cara melakukan pendekatan terhadap 
norma-norma hukum positif di Indonesia
1
. Norma hukum yang digunakan 
adalah Pasal 45, pasal 46, pasal 47, pasal 48 dan pasal 49 aUndang-Undang 
nomor 1 atahun 1974 tentang Perkawinan adan pasal 26 dan apasal 30 Undang-
undang anomor 23 tahun 2002 atentang Perlindungan aAnak.  
B. Pendekatan Penelitian 
Metode apendekatan yang digunakan adalam penelitian ini aadalah dengan 
menggunakan apendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), 
pendekatan ini adilakukan dengan menelaah aperundang-undangan dan 
anorma-norma hukum alainnya
2
. Kemudian pendekatan aperbandingan 
(Comparative Approach), aPendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis 
dan melakukan perbandingan pasal 45, pasal 46, pasal 47, pasal 48 dana pasal 
49 Undang-Undang aPerkawinan dengan pasal 26 adan pasal 30 aUndang-
Undang Perlindungan aAnak. 
C. Jenis Bahan Hukuma 
Bahan Hukum yanga digunakan dalam penelitian aini adalah bahan 
ahukum primer, abahan hukum sekunder, adan bahan hukum atersier. 
 
                                                        
1 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Jakarta, 
2007, hlm 295. 
2 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, 2007, hlm 96. 
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a. Bahan Hukum Primera 
Bahan hukum primer aadalah bahan hukum autama yang 
digunakan adalam penelitian ini. aBahan Hukum Primer ayang 
digunakan aadalah: 
1) Pasal 45, apasal 46, pasal a47, pasal 48 adan Pasal 49 aUndang-
Undang Nomor a1 tahun 1974 tentang aPerkawinan, Lembaran 
Negara aNomor 1 tahun a1974, Tambahan Lembaran aNegara 
Nomor 3019; 
2) Pasal a26 dan Pasal 30 aUndang-Undang Nomor a23 tahun 
2002 ajuncto Undang-Undang aNomor 35 tahun a2014 tentang 
Perlindungan aAnak, Lembaran Negara aRepublik Indonesia 
Tahun 2002 aNomor 109, aTambahan Lembaran aNegara 
Republik Indonesia aNomor 4235. 
b. Bahan Hukum aSekunder 
Bahan hukum sekunder aadalah bahan hukum ayang 
menunjang bahan ahukum primer. Bahan ahukum sekunder ayang 
digunakan aadalah: 
1) Pendapat para ahli, yang memiliki hubungan dengan makna 
ahak dan kewajiban orang atua terhadap anak adan kuasa asuh, 
pendapat aini dapat berupa apengertian, klasifikasi, aserta 
pendapat lain yang adapat digunakan dalam apenelitian ini; 
2) Buku Literatur, ayang berhubungan dengan amakna hak dan 
kewajiban aorang tua terhadap aanak dan kuasa aasuh, buku 
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literatur ini adapat berupa buku hukum ayang berfokus akepada 
Hak dan kewajiban aorang tua terhadap aanak, buku yang 
berfokus akepada kuasa asuh, amaupun buku lain ayang dapat 
dihubungkan adengan Hak dan akewajiban orang tua aterhadap 
anak dan kuasa aasuh; 
3) Naskah disertasi, athesis, skripsi, jurnal, adan karya tulis ailmiah 
lainnya, yang amemiliki hubungan atau aketerkaitan dengan 
makna ahak dan kewajiban aorang tua terhadap aanak adan 
kuasa asuh; 
4) Artikel Hukum ayang dapat digunakan auntuk membahas 
tentang makna ahak dan kewajiban aorang tua terhadap aanak 
dan kuasa asuh. 
c. Bahan aHukum Tersier 
Bahan hukum aini adalah bahan – abahan penunjang yang 
digunakan auntuk menjelaskan bahan ahukum primer dan abahan 
hukum sekunder. aBahan ini meliputi adata-data yang diambil adari 
Kamus Besar aBahasa Indonesia (KBBI) adan kamus ahukum. 
D. Sumber Bahan aHukum 
a. Bahan hukum aprimer 
Sumber abahan hukum inia diperoleh dari aperaturan 
perundangan yang adigunakan oleh penulis adalam penelitian ini, 
yaitu aberupa Pasal 46, apasal 47, pasal a48 dan Pasal a49 Undang 
– Undang aNomor 1 tahun 1974 atentang Perkawinan adan Pasal 
26 dan Pasal 30 aUndang – Undang Nomor a23 tahun 2002 ajuncto 
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Undang – Undang aNomor 35 tahun a2014 tentang aPerlindungan 
Anak. 
b. Bahan hukum asekunder 
Sumber bahan hukum asekunder berasal dari abahan 
penunjang bahan ahukum primer yaitu apendapat para ahli, abuku 
literatur, naskah askripsi, thesis dan adisertasi, dan artikel ahukum 
yang terkait. 
c. Bahan ahukum tersier 
Sumber bahan ahukum tersier berasal dari aKamus Besar 
Bahasa aIndonesia (KBBI) dan akamus hukum. 
E. Teknik aPengumpulan Bahan Hukum 
Teknika pengumpulan bahan hukum adilakukan dengan cara 
melakukan astudi pustaka, ayaitu menelusuri perpustakaan-perpustakaan yang 
ada di kota Malang dan sekitarnya, serta menelusuri internet. Kemudian untuk 
melancarkan penelusuran bahan hukum maka peneliti akan melakukan 
pengumpulan data, dengan melakukan penelitian-penelitian yang berisi 
mengenai materi-materi mengenai pemaknaan terhadap kuasa asuh anak. 
Dimana afokus dalam penelitian ini aadalah memberikan perbandingan 
terhadap pasal 46, 47, pasal 48 dan pasal 49 Undang-undang Perkawinan 
dengan pasal 26 dan 30 Undang-undang Perlindungan Anak yang didasarkan 
atas bahan hukum yang telah adikumpulkan.  
F. Teknik Analisis aBahan Hukum 
Teknik Analisis bahan ahukum yang dilakukan oleh penulis dengan 
menggunakan teknik interpretasi gramatikal,  yaitu suatu metode analisis bahan 
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hukum dengan cara menafsirkan suatu kata atau bahasa yang tertulis dalam 
Undang – Undang asesuai dengan makna adan kata tersebut. aSehingga 
didapatkan solusi ayang tepat, guna amenemukan solusi terhadap adualisme 
hukum tentang amakna hak dan kewajiban aorang tua terhadap aanak dan 
kuasa aasuh. 
G. Definisi Konseptual 
Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan mengungkapkan definisi 
konseptual, antara lain: 
1. Makna adalah maksud dan tujuan dari suatu kata yang akan menjadi 
acuan kata tersebut agar maksud dan tujuan kata tersebut menjadi 
jelas. 
2. Hak adalah suatu hubungan timbal balik antara manusia satu dengan 
manusia lainnya, dan dalam prakteknya hak bisa dilaksanakan atau 
tidak dilaksanakan oleh pemiliknya. 
3. Kewajiban adalah beban yang harus dilaksanakan oleh pemilik 
kewajiban hingga dinyatakan selesai. 
4. Kuasa Asuh anak adalah penguasaan khusus milik orang tua yang 
digunakan untuk merawat anak mereka dari bayi hingga dewasa. 
5. Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 
Undang – Undang yang mengatur tentang Perkawinan di Indonesia, 
fokus pengaturannya terdapat dalam pasal 45 hingga pasal 49, yaitu 
tentang Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak. 
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6. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 juncto Undang – Undang 
Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memfokuskan 







BAB IV  
HASIL DAN PEMBAHASAN  
 
A. Analisis Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam 
Undang – Undang Perkawinan 
1. Ruang Lingkup Pengaturan Hak dan Kewajiban Orang Tua 
terhadap Anak dalam Undang – Undang Perkawinan 
Ruang lingkup pengaturan yang diatur dalam pasal 45, pasal 46, 
pasal 47, pasal 48, dan pasal 49 Undang – Undang Perkawinan adalah 
sebagai berikut: 
1. Berdasarkan pasal 45, ruang lingkup pengaturannya dapat 
dibagi sebagai berikut: 
a) Kewajiban Orang tua terhadap Anak 
Pasal 45 ini mengatur tentang kewajiban orang tua 
terhadap anak. Terdapat dua hal kewajiban yang diatur 
antara lain: 
a. Memelihara anak 
Memelihara anak menurut pasal 45 Undang – 
Undang Perkawinan mempunyai arti bahwa orang 
tua wajib menjaga anak – anaknya dari suatu 
kejadian yang tidak diinginkannya, dan memberi 




b. Mendidik anak  
Mendidik anak menurut pasal 45 Undang – Undang 
Perkawinan mempunyai arti bahwa orang tua wajib 
untuk memberi ajaran tentang sikap dan kecerdasan  
agar anak menjadi pribadi yang membanggakan, 
serta memberikan pendidikan formal ataupun non 
formal yang layak kepada anak. 
b) Jangka waktu kewajiban Orang Tua terhadap Anak 
Pasal 45 ayat 1 Undang – Undang Perkawinan 
memberikan batas waktu kewajiban orang tua terhadap 
anak. Batas waktu yang dimaksud adalah hingga mereka 
telah melaksanakan perkawinan atau dapat berdiri 
sendiri, hal ini mempunyai arti bahwa orang tua wajib 
untuk melakukan kewajiban terhadap anaknya sendiri 
hingga anak melaksanakan perkawinan, sedangkan 
dapat berdiri sendiri mempunyai arti bahwa anak 
mampu menghidupi dirinya sendiri. Selain itu, jangka 
waktu kewajiban orang tua terhadap anak juga terus 
berlaku meskipun perkawinan orang tua telah putus, 
dimana bagian ini mempunyai arti bahwa meskipun 
perkawinan orang tua tersebut telah putus, kewajiban 
orang tua terhadap anak tetap berjalan hingga batas 
waktu yang telah ditentukan sebelumnya, ini dikenal 
sebagai hak alimentasi. 
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2. Berdasarkan pasal 46, ruang lingkup pengaturannya adalah 
sebagai berikut: 
a) Kewajiban Anak terhadap Orang Tua 
Jika pasal 45 berisikan kewajiban orang tua terhadap 
anak, maka dalam pasal 46 ini berisikan hal sebaliknya, 
yaitu kewajiban antara anak dan orang tua. Kewajiban 
anak terhadap orang tua yang terdapat dalam pasal 46 
Undang – Undang Perkawinan adalah  dengan 
menghormati dan mentaati kehendak mereka sebaik – 
baiknya, hal ini mempunyai arti bahwa anak wajib 
mempunyai rasa hormat, sikap menghargai, bertindak 
sopan dan selalu nurut terhadap apa yang menjadi 
kemauan orang tua. 
b) Memelihara sesuai kemampuan 
Kewajiban anak terhadap orang tua yang berikutnya 
adalah wajib memelihara sesuai kemampuan ketika anak 
telah dewasa. Hal ini mempunyai arti bahwa ketika anak 
sudah dewasa, maka anak wajib menjaga, memberi 
kebutuhan pokok kepada orang tua mereka sesuai 
dengan kemampuan yang dimiliki anak tersebut. 
Kemudian, yang dimaksud dengan orang tua dengan 
garis lurus ke atas adalah yang bisa melakukan 
kewajiban pemeliharaan tersebut adalah orang tua, 
kakek dan nenek anak tersebut. 
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3. Berdasarkan pasal 47, ruang lingkup pengaturannya dapat 
dibagi sebagai berikut: 
a) Pengertian anak  
Anak merupakan semua subjek hukum manusia yang 
belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah 
melangsungkan perkawinan. 
b) Kekuasaan Orang Tua terhadap anak 
Semua yang masih digolongkan dalam kategori anak, 
masih dibawah pengawasan dan kekuasaan orang tua. 
c) Hak perwalian orang tua terhadap anak 
Setiap orang yang masih digolongkan sebagai anak, dalam 
hal melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar 
pengadilan akan diwakilkan orang tuanya. 
4. Berdasarkan pasal 48, ruang lingkup pengaturannya adalah 
sebagai berikut: 
a) Larangan tentang kekuasaan orang tua terhadap anak 
kepada harta anak. 
Pasal 48 Undang – Undang Perkawinan ini, juga 
memberlakukan larangan kepada orang tua terkait 
kekuasaan terhadap harta anaknya. Larangan yang 
dimaksud adalah melakukan gadai dan memindahkan 
harta anaknya kepada orang lain. Barang yang dimaksud 
merupakan barang dengan benda tetap seperti rumah, 
kendaraan, dan sebagainya. 
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b) Pengecualian terhadap harta anak 
Selain itu, pasal 48 Undang – Undang Perkawinan ini 
juga memberlakukan pengecualian terhadap larangan 
penguasaan harta anak. Pengecualian ini adalah jika 
kepentingan anak menghendaki, yang dimaksud adalah 
bila anak mempunyai kemauan yang mendesak dan anak 
mempunyai keinginan dalam menggadaikan maupun 
memindai harta tersebut. 
5. Berdasarkan pasal 49, ruang lingkup pengaturannya dapat 
dibagi sebagai berikut: 
a) Pencabutan Hak Kekuasaan 
Semua orang tua yang mempunyai sikap buruk yang 
memiliki makna menurut Undang – Undang Perkawinan 
adalah menelantarkan anak, melakukan tindak kekerasan, 
kemudian  melakukan  dan melalaikan kewajibannya 
kepada anaknya memiliki makna bahwa orang tua tidak 
bisa memberi contoh yang baik dalam kehidupan anak. 
Kemudian, yang bisa melakukan pencabutan hak 
kekuasaannya adalah salah satu pihak orang tua atau garis 
keluarga ke atas, dimana memiliki makna yaitu pihak ayah 
atau ibu, paman atau bibi, kakek atau neneknya.  
b) Kewajiban Biaya Pemeliharaan 
Hal ini mempunyai makna yaitu ketika hak kekuasaan 
yang dimiliki orang tua telah dicabut, tidak semua hak 
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kekuasaan mereka yang tercabut. Pengecualiannya adalah 
pihak ayah atau ibu yang hak kekuasaan mereka telah 
dicabut, masih memiliki beban untuk membiayai seluruh 
kebutuhan hidup anaknya, seperti kebutuhan pangan dan 
sandang, kebutuhan pendidikan anak. Ini dimaksudkan 
agar memupuk rasa kepedulian ayah atau ibu kepada 
anaknya. 
2. Analisis Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak yang 
diatur dalam Undang – Undang Perkawinan 
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 
menjelaskan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dalam pasal 
45, pasal 46, pasal 47, pasal 48, dan pasal 49. Pasal 45 Undang – 
Undang Perkawinan mengatur tentang Hak dan kewajiban antara orang 
tua dan anak, berisikan ketentuan sebagai berikut:1 
“(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik 
anak-anak mereka sebaik-baiknya.  
  (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 
(1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau 
dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus 
meskipun perkawinan antara kedua orang tua 
putus.” 
 
Kemudian, pasal 46 Undang – Undang Perkawinan mengatur tentang 
hak dan kewajiban anak terhadap orang tua, berisikan ketentuan 
sebagai berikut:2 
                                                        
1 Lihat pasal 45 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050 
2 Lihat pasal 46 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050 
 
 48 
“(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati 
kehendak mereka yang baik. 
(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut 
kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus 
ke atas,bila mereka itu memerlukan bantuannya.” 
 
Pasal 45 dan pasal 46 Undang – Undang Perkawinan mengatur 
tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, dalam pasal 45 
mengatur tentang kewajiiban orang tua terhadap anak, dan dalam 
pasal 46 mengatur kewajiban anak terhadap orang tua. Berdasarkan 
kedua pengaturan tersebut akan timbul hak alimentasi, baik terhadap 
hak anak maupun hak orang tua. Analisis terhadap kedua pasal 
tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan 
mendidik anak mereka, kewajiban tersebut harus 
dilaksanakan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin 
dikarenakan hal ini telah menjadi hak dari anak untuk 
menerima hak untuk mendapatkan pendidikan dan 
dipelihara oleh orang tua sejak lahir. Hak ini merupakan 
hak alimentasi yang pada dasarnya dimiliki anak. 
2. Orang tua memiliki kewajiban untuk memenuhi hak 
alimentasi terhadap anaknya, pemenuhan ini tetap 
berlangsung hingga anak telah melangsungkan 
perkawinannya, atau bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. 
Tetapi, hak alimentasi ini tetap berlaku ketika perkawinan 
orang tua putus. 
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3. Anak memiliki kewajiban kepada orang tuanya, yaitu 
menghormati dan menuruti apa yang menjadi keinginan 
orang tuanya. Kewajiban ini sebagai timbal balik dari 
hubungan orang tua dan anak, dimana orang tua 
memelihara dan mendidik anaknya. 
4. Kewajiban dari anak yang telah dewasa adalah memelihara 
orang tua menurut kemampuan anaknya. Kewajiban anak 
merupakan bentuk hak alimentasi yang diterima oleh orang 
tua, karena ketika anak telah dewasa, maka anak 
memberikan hubungan timbal balik kepada orang tua. 
Kemudian, selain orang tua, anak juga memberikan 
kewajiban kepada keluarga dengan garis lurus ke atas jika 
mereka membutuhkan bantuan. 
 Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang 
kekuasaan orang tua terhadap anak dan berisikan ketentuan hak dan 
kewajiban sebagai berikut:3 
“(1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau 
yang belum pernah melangsungakan perkawinan 
ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama 
mereka tidak dicabut dari kekuasaannya; 
(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala 
perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan” 
 
Berdasarkan pasal 47 tersebut, kekuasaan orang tua terhadap 
anak adalah sebagai berikut:4 
                                                        
3 Lihat pasal 47 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara 
Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050 
4 Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia, Penerbit 
Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 362 
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1. Orang tua mempunyai kekuasaan kepada pribadi anak, 
pribadi mengartikan bahwa orang tua mendidik, 
memelihara, dan sebagainya. 
2. Maksud dari kekuasaan yang terdapat dalam pasal ini 
mencakup kekuasaan dari kedua orang tua dari si anak, jadi 
maksud kekuasaan ini dalam pasal 47 (1) ini tidak hanya 
ditujukan kepada salah satu orang tua (hanya kepada ayah 
atau hanya kepada ibu). 
3. Kekuasaan yang dimiliki oleh orang tua terhadap anaknya 
berlangsung sampai anaknya berusia 18 tahun atau sudah 
menikah (ketika anaknya mencapai usia dewasa ) 
4. Kekuasaan orang tua terhadap anak yang diatur dalam pasal 
47 Undang – Undang Perkawinan ini akan tetap berlaku 
selama orang tuanya tidak lalai dalam melaksanakan hak 
dan kewajibannya, atau orang tua tersebut telah dicabut 
kekuasaannya. 
Pasal 48 Undang – Undang Perkawinan, mengatur tentang 
kekuasaan terhadap hak penguasaan harta kekayaan anak. Pasal 48 
ini berisikan sebagai berikut: 
“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau 
menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki 
anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun 
atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali 
apabila kepentingan anak itu menghendakinya.” 
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Berdaasarkan pasal 48 Undang – Undang Perkawinan tersebut, 
hak penguasaan harta kekayaan anak oleh orang tua adalah sebagai 
berikut: 
1. Orang tua dilarang untuk memindah tangankan atau 
menggadaikan harta kekayaan dalam bentuk barang tetap, 
dimana anak tersebut masih belum berusia 18 tahun atau 
belum melangsungkan perkawinan. 
2. Larangan terhadap memindah tangankan atau 
menggadaikan barang tetap milik anak tersebut dapat 
dikecualikan untuk kepentingan anak yang 
menghendakinya. Contoh ketika anak mengalami penyakit 
yang berat dan orang tua tidak memiliki biaya, maka orang 
tua dapat memindah tangankan atau menggadaikan barang 
tetap milik anak mereka. 
Kemudian dalam pasal 49, berisikan pengaturan sebagai berikut: 
“(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut 
kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih 
untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang 
tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus 
keatas dan saudara kandung yang telah dewasa 
atau penjabat yang berwenang, dengan keputusan 
pengadilan dalam hal-hal: 
a. Ia sangat melaikan kewajibannya terhadap 
anaknya 
b. Berlakuan buruk sekali 
(2) meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka 
masih tetap berkewajiba untuk memberi biaya 
pemeliharaan kepada anak tersebut.” 
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Berdasarkan pasal 49 tersebut, hak dan kewajiban orang tua 
terhadap anak adalah sebagai berikut:5 
1. Kekuasaan orang tua terhadap anaknya berdasarkan pasal 49 
dapat dicabut kekuasaannya dalam jangka waktu tertentu 
2. Pencabutan kekuasaan dalam pasal 49 dapat dikarenakan 
permintaan dari salah satu pihak dari orang tua, keluarga 
anak dalam garis lurus ke atas, atau saudara kandung yang 
telah dewasa atau oleh pejabat yang berwenang, dan hal ini 
berdasarkan putusan pengadilan.  
3. Alasan yang dapat digunakan untuk mencabut adalah apabila 
salah satu atau kedua orang tua tersebut telah melalaikan 
kewajibannya terhadap anaknya dan atau dikarenakan salah 
satu atau kedua orang tua berkelakuan buruk sekali. 
4. Orang tua yang telah dicabut kekuasaannya tidaklah 
melepaskan tanggung jawab sepenuhnya terhadap anaknya, 
orang tua tersebut masih memiliki kewajiban untuk 
membiayai anaknya hingga mereka dewasa. 
Hak dan kewajiban yang diatur pasal 45, pasal 46, pasal 47, 
pasal 48, dan pasal 49 Undang – Undang Perkawinan dapat diuraikan 
sebagai berikut: 
1. Hak alimentasi orang tua terhadap anak 
Hak alimentasi orang tua terhadap anak merupakan salah 
satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua terhadap hak 
                                                        
5 Anninota, 2015, Pendewasaan dan Perwalian (online) http://anninota.wordpress.com (Diakses 
tanggal 19 Juli 2016) 
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yang harus didapat oleh anaknya. Hal ini dikarenakan hak 
alimentasi ini adalah untuk memberikan nafkah dan penghidupan 
oleh orang tua terhadap anaknya untuk memenuhi kebutuhan dari 
sang anak, hak ini merupakan hak yang dimiliki oleh anak sejak 
lahir dan merupakan kewajiban yag harus dipenuhi oleh orang 
tuanya. Hak alimentasi ini  akan tetap ada meskipun kedua orang 
tuanya telah cerai atau hubungan kedua orang tuanya telah tidak 
ada akibat diputus oleh pengadilan. 
Pelaksanaan hak alimentasi berdasar pasal 45 adalah dapat 
berupa tindakan orang tua dalam memelihara dan mendidik anak 
sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua untuk memelihara dan 
mendidik anakya tersebut akan tetap berlangsung sampai anaknya 
dapat berdiri sendiri atau samai anaknya menikah. Jadi pemenuhan 
ini tidak dibatasi oleh umur sang anak, tetapi dibatasi oleh 
perkawinan dan kemampuan untuk berdiri sendiri sang anak. 
2. Hak alimentasi anak terhadap orang tua 
Hak alimentasi anak terhadap orang tua adalah kewajiban 
yang dimiliki oleh anak kepada orang tua mereka dan wajib untuk 
dipenuhi. Hak alimentasi anak terhadap orang tua  yaitu berupa 
pemberian nafkah dan kemampuan untuk memberikan perawatan 
sesuai kemampuan anak. Hak alimentasi ini diwujudkan sebagai 
bentuk balas budi anak terhadap orang tua karena orang tua telah 
merawat anak mereka sejak lahir. Selain itu anak juga memiliki 
kewajiban untuk menghormati dan mentaati kehendak orang tua. 
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Pelaksanaan hak alimentasi anak terhadap orang tua 
berdasarkan pada pasal 46 Undang – Undang Perkawinan adalah 
kewajiban pemeliharaan anak terhadap orang tua sesuai 
kemampuan anak. Selain orang tua, anak juga memberi perawatan 
terhadap garis keluarga keatas orang tua, seperti kakek, nenek, jika 
mereka membutuhkan bantuan anaknya. Sehingga, hak alimentasi 
anak terhadap orang tua bisa terpenuhi dengan sebaik – baiknya. 
3. Kekuasaan orang tua terhadap pribadi anak 
Pasal 47 ayat 1 menjelaskan mengenai kekuasaan orang tua 
terhadap pribadi anak. Salah satu bentuk kekuasaan ini adalah 
kekuasaan dalam pasal 45, kekuasaan orang tua yang diatur dalam 
pasal tersebut adalah mengenai kewajiban untuk memelihara anak. 
Tanggung jawab berdasarkan kewajiban orang tua untuk mendidik 
dan memelihara anaknya ini dilakukan sampai anaknya berusia 18 
tahun atau telah melangsungkan perkawinan. Kekuasaan orang tua 
terhadap pribadi anak, selain diatur dalam pasal 45 Undang – 
Undang Perkawinan masih belum menjelaskan apa yang tergolong 
dalam kekuasaan orang tua tersebut. Pengaturan yang diatur dalam 
pasal 47 hanya menyebutkan mengenai kekuasaan orang tua, dan 
belum ada penjelasan mengenai pengaturan tersebut. 
4. Kekuasaan terhadap perbuatan hukum anak. 
Pasal 47 ayat 2, dapat diuraikan bahwa orang tua memiliki 
kewajiban untuk mewakili anaknya yang masih belum mencapai 
usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan 
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dalam segala perbuatan hukum yang dialami anaknya, baik di 
dalam maupun luar pengadilan. Perbuatan hukum yang di dalam 
pengadilan meliputi waris, pergantian nama, penetapan adopsi 
anak, dan pembuatan dispensasi izin nikah dibawah umur. 
Perbuatan hukum yang di luar pengadilan meliputi pembuatan 
asuransi, pembuatan akta kelahiran, pembuatan kartu keluarga, dan 
pembuatan paspor.  
5. Kekuasaaan terhadap harta anak.  
Kekuasaan ini meliputi pengelolaan harta yang menjadi hak 
anak. Anak pada suatu kondisi dapat memiliki harta sendiri, tetapi 
anak masih berada dalam tanggung jawab orang tuanya, sehingga 
harta tersebut, haknya akan dikelola oleh orang tuanya. Ketika 
anaknya sudah memasuki usia dewasa, orang tua wajib 
mengembalikan harta yang dimiliki anak. Salah satu contoh 
pengalihan ini adalah hak mewaris anak.  
Kekuasaan terhadap harta ini hanyalah dalam bentuk 
pengelolaan. Dalam hal penguasaan benda tetap orang tua dilarang 
untuk memindah tangankan atau menggadaikan harta tetap 
anaknya. Hal ini dikecualikan dalam hal kepentingan sang anak 
menghendaki sehingga harta tersebut dapat untuk dipindah 
tangankan atau digadaikan, asal hal ini untuk kepentingan sang 
anak yang menghendaki. 
6. Kewajiban untuk membiayai anak setelah dicabut kuasa asuhnya 
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Orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memberi biaya 
pemeliharaan anaknya meskipun kuasa asuhnya telah dicabut.  
Penyebab pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak yang 
diatur dalam pasal 49 ayat 1 diantaranya adalah salah satu orang tua 
atau kedua orang tuanya melalaikan kewajiban terhadap anaknya 
dan/atau salah satu atau kedua orang tua berkelakuan buruk sekali. 
Pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak tidaklah melepaskan 
sepenuhnya kewajiban yang dimiliki orang tua terhadap anaknya. 
Kewajiban yang dimiliki oleh orang tua yang telah dicabut hak 
kekuasaannya adalah berkewajiban untuk membiayai anaknya, 
pembiayaan ini dalam hal biaya pokok anak (meliputi pangan dan 
sandang), biaya pendidikan, biaya kebutuhan, hingga anaknya tumbuh 
dewasa dan dapat berdiri sendiri.  
Kekuasaan yang dicabut berdasarkan pasal 49 meliputi 
mendidik, mengasuh, perwalian, pengelolaan harta, merawat, dan 
mewakili segala perbuatan hukum. Pencabutan kekuasaan ini akan 
didasarkan terhadap alasan yang digunakan untuk mencabut hak 
kekuasaan orang tua tersebut. Sehingga, dalam tiap kasus hak 






B. Analisis Kuasa Asuh Anak dalam Undang-Undang Perlindungan 
Anak  
1. Ruang Lingkup Pengaturan Kuasa Asuh Anak dalam Undang – 
Undang Perlindungan Anak  
Berdasarkan deskripsi yang telah diungkapkan dalam pasal 26 
dan pasal 30 Undang – Undang Perlindungan Anak. Kuasa asuh 
memiliki ruang lingkup sebagai berikut: 
1. Kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak 
Pasal 26 ayat 1 Undang – Undang Perlindungan Anak, membagi 
menjadi 4 huruf dalam ayat 1 ini. Diantaranya adalah : 
a. Mengasuh anak  
Memiliki makna yaitu orang tua memiliki tanggung jawab 
untuk membimbing, melatih kemampuan anak dari ia yang 
tidak memiliki kemampuan menjadi mempunyai kemampuan 
yang akan ia terus latih hingga dewasa atau menikah 
nantinya. Kemudian memberi perlakuan yang baik pada 
anak. Sehingga nantinya Anak tersebut mengetahui apa yang 
harus ia lakukan nantinya. 
b. Memelihara anak  
Memiliki makna yaitu orang tua memiliki tanggungjawab 
untuk merawat dan memelihara anaknya sampai mereka 
dewasa. Selama orang tua melakukan pemeliharaan ini 
adalah dapat dilakukan dengan memberikan sandang, pangan, 
dan penghidupan bagi anaknya. Pemeliharaan ini dilakukan 
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sampai sang anak telah dewasa atau sang anak telah dapat 
hidup dengan mandiri. 
c. Mendidik anak 
Memiliki makna yaitu memberikan pengajaran mengenai 
pendidikan dan memberikan fasilitas yang mendukung 
pendidikan anak tersebut. Mendidik anak ini dapat dilakukan 
dengan memberikan pendidikan diusia dini sampai pada anak 
itu memasuki sekolah. Pendidikan ini dapat berupa 
pendidikan formal yang merupangan pendidikan ilmu 
pengetahuan dan pendidikan yang informal yang dapat 
berupa pendidikan terhadap pribadi dan karakter anak. 
d. Melindungi anak 
Memiliki makna dalam memberikan rasa aman dan 
menjauhkan anak dari rasa bahaya yang dapat mengancam 
keadaan dari sang anak. Perlindungan ini dapat diberikan 
dengan cara memberikan pengawasan terhadap kegiatan sang 
anak, dari sini orang tua dapat melakukan pengawasan 
terhadap tindakan dan pergaulan dari sang anak. Sehingga 
dapat mencegah keadaan yang dapat membahayakan anak. 
e. Menumbuh kembangkan Anak 
Penumbuh kembangan anak dapat dilakukan dengan 
mengembangkan kemampuan, minat, dan bakat sang anak. 
Pengembangan ini dilakukan oleh orang tua agar anak dapat 
mengembangkan dirinya. Hal ini harus dilakukan sesuai 
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dengan ketiga hal tersebut agar anak dapat berkembang 
dengan maksimal dan tanpa memaksakan kehendak terhadap 
anak. 
a) Sesuai Kemampuan 
Kemampuan memiliki makna sebagai kecakapan atau 
kesanggupan dari seorang untuk melakukan sesuatu. 
Kemampuan yang dimiliki oleh setiap anak berbeda-
beda, sehingga setiap anak memiliki kemampuan yang 
tidak sama. Kemampuan yang dimiliki oleh anak sendiri 
memiliki batasan, sehingga orang tua dapat membantu 
menumbuh kembangkan kemampuan anak tetapi orang 
tua tidak dapt memaksakan melebihi batasan kemampuan 
anak.  
b) Sesuai Minat 
Minat dapat diartikan sebagai kecenderungan yang 
diinginkan oleh anak atau hal yang di inginkan oleh si 
anak. Seorang anak memiliki kegiatan yang diminati dan 
senanginya. Terkadang minat tersebut tidak sama dengan 
yang dikehdaki oleh orang tuanya. Pengembangan minat 
ini pada dasarnya haruslah didukung oleh orang tuanya 
sehingga dapat dikembangkan semaksimal mungkin 
karena hal tersebut adalah hal yang diinginkan oleh anak. 
Minat ini akan dapat mempengaruhi masa depan anak 
sesuai dengan minat yang diambilnya. 
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c) Sesuai Bakat 
Bakat dapat dimaknai sebagai kelebihan khusus yang 
dimiliki atau dibawa sejak lahir. Setiap anak memiliki 
kelebihan khusus yang tidak dimiliki oleh anak lain 
kemampuan ini merupakan kemampuan permanen anak. 
Bakat yang dimiliki anak tersebut adalah hal yang 
dimilikinya sejak lahir. Bakat dari anak tersebut pada 
dasarnya dapat dikembangkan dan menghasilkan prestasi 
yang membanggakan orang tua. 
f. Mencegah terjadinya perkawinan pada Anak 
Hal ini mempunyai makna, bahwa orang tua sebisa mungkin 
mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur oleh 
anaknya. Usia anak – anak adalah usia dimana mereka 
bermain, berekspresi, dan mempunyai serapan ilmu yang 
tinggi. Sehingga, jika anak melakukan pernikahan dibawah 
umur, maka anak tidak akan mendapatkan hal – hal tersebut, 
dan membuat mereka dewasa sebelum waktunya. Pernikahan 
di bawah umur pada umumnya dapat disebabkan akibat dari 
pergaulan sang anak. Dimana apabila pergaulan anak yang 
terlalu bebas dengan pasangan yang berlawan jenis maka hal 
ini dapat menyebabkan tindakan yang tidak diinginkan. 
Orang tua bertanggungjawab untuk mengawasi pergaulan 
dari anaknya, sehigga dapat mencegah hal yang tidak 
diinginkan. 
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g. Memberikan Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti pada 
Anak 
Kewajiban dan tanggung jawab orang tua ini mempunyai 
makna bahwa orang tua harus memberikan sikap baik kepada 
anak. Sikap baik tersebut dapat diajarkan dan dicontohkan 
oleh orang tua, hal ini dikarenakan lingkungan  keluarga 
adalah lingkungan yang membentu jati diri dan karakter 
anak, dimana budi pekerti anak akan dipengaruh hal tersebut. 
Pendidikan dapat pula diajarkan melalui pendidikan agama. 
2. Hak perwalian terhadap anak saat orang tua menghilang 
Hal ini memiliki makna bahwa ketika orang tua pergi tanpa 
kabar selama bertahun – tahun, maka anak bisa diasuh oleh paman, 
bibi, kakek, maupun nenek. Sehingga kuasa asuh terhadap anak 
akan beralih kepada walinya yang diatur diatas. Selain itu terdapat 
pula suatu peristiwa yang dimana orang tua tersebut menghilang 
dan tanpa kabar akibatnya anaknya tidak ada yang merawat, 
sehingga berdasarkan pasal 26 ayat (2) kuasa asuhnya berpindah ke 
keluarganya.  
3. Alasan Pengawasan dan Pencabutan 
Pencabutan terhadap kuasa asuh dapat dilakukan dalam hal 
orang tua telah melalaikan kewajiban yang diatur dalam pasal 26. 
Pencabutan ini tidaklah begitu saja dapat dilakukan ketika orang 
tua melalaikan kewajibannya, tetapi pencabutan ini baru dapat 
dilakukan apabila didasari dengan penetapan pengadilan. 
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Penetapan pengadilan menjadi dasar dari sanksi terhadap kelalaian 
menunaikan kewajiban yang dimiliki oleh orang tua terhadap 
anaknya.  
Sanksi tersebut dapat berupa sanksi pengawasan terhadap 
pelaksanaan kewajiaban orang tua terhadap anakanya. Sanksi 
pengawasan diterapkan terhadap orang tua yang telah melalaikan 
kewajibanya terhadap anaknya secara ringan dan hal ini dapat 
diperbaiki untuk melaksanakan kewajibannya, sehingga dilakukan 
pengawasan terhadap orang tua tersebut untuk melaksanakan 
kewajibannya secara benar atau sesuai dengan pasal 26 undang-
undang perlindungan anak.  
Selain sanksi pengawasan terdapat pula sanksi pencabutan 
kuasa asuh anak. Sanksi ini diterapkan terhadap orang tua yang 
telah melalaikan kewajiban terhadap anaknya yang berdampak 
buruk terhadapnya. Sanksi ini diterapkan terhadap orang tua yang 
telah melalaikan kewajibannya dan tidak dapat untuk memperbaiki 
dan melaksanakan kembali kewajibannya karena telah berdampak 
buruk terhadap anaknya. 
4. Prosedur Pengawasan dan  Pencabutan kuasa asuh anak  
Pencabutan kuasa asuh anak menurut Undang – Undang 
Perlindungan Anak, dapat diartikan yaitu bahwa untuk menentukan 
apakah pencabutan kuasa asuh anak dan pengawasan terhadap 
orang tua bisa dapat berjalan sebagaimana mestinya atau tidak, 
adalah hasil dari penetapan yang dilakukan oleh lembaga Peradilan. 
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Prosedur pembuatan penetapan yang dijalani hampir sama dengan 
pengajuan perkara ke pengadilan lainnya, namun yang menjadi 
perbedaan yaitu pengajuan penetapan dilakukan satu orang, 
penetapan bersifat voluuntair dimana memiliki arti bahwa 
penetapan bersifat memohon, serta penetapan tidak menimbulkan 
perlawanan hukum. Landasan permohonan tersebut adalah 
dikarenakan adanya kelalaian orang tua dalam menunaikan 
kewajiban terhadap anaknya.  
2. Kuasa Asuh Anak yang diatur dalam Undang – Undang 
Perlindungan Anak 
Hak penguasaan orang tua terhadap anak dalam Undang – 
Undang Perlindungan Anak disebut sebagai kuasa asuh. Kuasa Asuh 
dalam Undang – Undang Perlindungan Anak dijelaskan dalam pasal 
26 dan pasal 30. Kuasa Asuh anak adalah kekuasaan orang tua untuk 
membina, mengasuh, mendidik, memelihara, melindungi dan 
menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya 
dan kemampuan, bakat, serta minatnya. 
Pasal 26 Undang – Undang Perlindungan Anak berbunyi sebagai 
berikut: 
(1)  Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : 
a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; 
b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, 
bakat, dan minatnya; dan 
c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. 
(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui 
keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat 
melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka 
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kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
 
 Berdasarkan pasal 26 Undang – Undang Perlindungan Anak, 
kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak adalah sebagai 
berikut: 
1. Kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak adalah 
mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. 6 
a. Mengasuh anak  
Mengasuh anak memiliki arti yaitu bagaimana caranya orang 
tua tersebut memperlakukan anak hingga menuju 
pendewasaannya. 
b. Memelihara anak  
Memelihara anak memiliki arti yaitu memberikan kebutuhan 
pokok kepada anak tersebut dan menjamin bahwa kebutuhan 
anak tersebut bisa dipenuhi. 
c. Mendidik anak  
Mendidik anak memiliki arti yaitu mengajarkan anak 
bagaimana mengetahui pembelajaran kehidupan yang ada. 
d. Melindungi anak  
                                                        
6  Ainis Mufarika, PolaatauPengasuhan Anak padaatauKeluarga Miskin (Studi Kasus  
Keluarga Miskinataudi Desa Kebontunggul Kecamatan GondangatauKabupaten 
Mojokerto)(online), https://www.scribd.com/doc/223035250/POLA-PENGASUHAN-ANAK-
PADA-KELUARGA-MISKIN-Studi-Kasus-5-Keluarga-Miskin-di-Desa-Kebontunggul-
Kecamatan-Gondang-Kabupaten-Mojokerto  (23 Juli 2016), 2013 
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Melindungi anak memiliki arti yaitu orang tua memiliki 
kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaga anak dari hal – 
hal buruk yang akan menimpanya. 
2. Orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk 
menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, 
bakat, dan minatnya. Kewajiban dan tanggung jawab ini 
adalah sebagai berikut: 7 
a. Sesuai dengan kemampuan 
Seorang orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik 
pertumbuhan anaknya didasarkan dengan kemampuan 
yang dimiliki oleh anaknya tersebut. Sehingga orang tua 
tidak diperbolehkan untuk menuntut anak diluar 
kemampuannya. 
b. Sesuai dengan bakat 
Seorang orang tua memiliki kewajiban dan anggung jawab 
untuk megembangkan bakat yang dimiliki oleh anaknya. 
Sehingga orang tua pada dasarnya harus mengembangkan 
bakat dari anaknya sesuai bakat yang dimilikinya. 
c. Sesuai dengan minat 
Orang tua memiliki kewajiban terhadap anaknya untuk 
memberikan dukungan terhadap hal yang diminatinya. 
Minat ini adalah hal yang di inginkan oleh anak tersebut 
untuk dilakukan.. 
                                                        
7 ibid 
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3. Orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk 
mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. 
Tanggung jawab ini adalah berkitan dengan tindakan 
pengawasan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya 
terhadap pergaulannya disesuaikan dengan umurnya dalm 
bergaul dilingkungannya. Dengan menjaga pergaulan dari anak 
maka orang tua akan dapat mencegah terjadinya perkawinan 
yang masih belum sesuai dengan umurnya. Kesesuaian umur 
ini juga akan mempengaruhi pengaruh psikologis dari anak 
dalam menghadapi perkawinan yang dihadapinya.8  
4. Tanggung Jawab Orang tua terhadap anak akan beralih ke 
keluarga apabila orang tua mereka tidak diketahui 
keberadaannya dalam jangka waktu yang panjang. Maksud 
dari orang tua yang tidak diketahui keberadaannya ini adalah 
keadaan dimana keadaan dan keberadaan dari kedua orang tua 
dari anak tidak diketahui atau menghilang dan tidak ada kabar 
dari mereka dalam waktu yang lama. Tanggung jawab 
terhadap anak dalam hal ini akan dapat beralih kepada 
keluarga dari orang tuanya, peralihan ini dapat dilakukan 
dengan keluarga dalam gari lurus ke atas maupun kesamping.9 
Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan 
Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
                                                        
8 Irne W. Desiyanti, Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada 
Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado (online), 
http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jikmu/article/download/7443/6987 (24 Juli 2016), 2015. 
9 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, , PT. INTERMASA, Jakarta, 2003, Hlm 38. 
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memberi sisipan terhadap pasal 26 ayat 1, pasal ini berbunyi sebagai 
berikut: 
(1)  Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : 
a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; 
b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, 
bakat, dan minatnya;  
c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; 
dan 
d. memberikan pendidikan karakter dan menanamkan nilai 
budi pekerti pada anak. 
 
Sisipan huruf d dalam pasal 26 Undang – Undang Perlindungan 
Anak tahun 2014 adalah kewajiban dan tanggung jawab orang tua 
terhadap anak adalah dengan membentuk kepribadian anak karena 
kepribadian anak terbentuk dari perilaku orang tuanya dan lingkungan 
sekitarnya.10 
Pasal 30 Undang – Undang Perlindungan Anak adalah sebagai 
berikut: 
(1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, 
melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan 
pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut. 
(2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan 
kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan 
melalui penetapan pengadilan. 
 
Berdasarkan pasal 30 Undang – Undang Perlindungan Anak 
adalah sebagai berikut: 
                                                        
10 C.Drew Edwards, Ketika Anak Sulit Diatur, Penerbit PT Mizan Pustaka, Bandung, 2006, hlm. 
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1. Melalaikan kewajiban dalam hal ini adalah dengan tidak 
melakukan kewajiban dan taggungjawab orang tua terhadap 
anak yang diatur dalam pasal 26, diantaranya:11 
a. Mengasuh anak  
b. Memelihara anak  
c. Mendidik anak  
d. Melindungi anak  
e. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, 
bakat, dan minatnya,  
f. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. 
2 Ketika orang tua tidak dapat melaksanakan tanggung 
jawabnya sesuai pasal 26, maka kedua orang tua atau salah 
satu dari orang tua dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:  
a. Pengawasan terhadap tindakan atau kegiatan yang 
dilakukan orang tua terhadap anaknya  
Hal ini memiliki arti yaitu orang tua melihat dan 
memantau sikap dan perilaku anak mereka setiap waktu 
agar mengetahui keadaan dan permasalahan dari 
anaknya.12 
b. pencabutan kuasa asuh dengan penetapan pengadilan. 
                                                        
11 Lihat pasal 26 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 
Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4235 
12 Nanda Pradana, Pengaruh Intensitas Perhatian Orang Tua Dan Motivasi Belajar Terhadap 
Prestasi Belajar Pada Siswa Kelas Iv Sd Se Gugus Ontoseno Bagelen Purworejo Tahun 
Ajaran 2011/2012, Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan 
Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, hlm 19 
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Hal ini menurut penulis adalah pencabutan kuasa asuh 
hanya bisa dilakukan melalui penetapan oleh lembaga 
peradilan. Pencabutan kuasa asuh menggunakan 
penetapan pengadilan yang dimana penetapan bersifat 
permohonan terhadap kepada pengadilan untuk 
memberikan keputusan pengadilan terhadap pencabutan 
kuasa asuh anak.13 
3 Pencabutan kuasa asuh anak hanya dapat dilakukan melalui 
pejabat yang berwenang dengan medianya yaitu penetapan 
pengadilan. 
Menurut penulis, bahwa yang hanya bisa mencabut kuasa asuh 
anak hanya melalui penetapan yang dilakukan oleh lembaga 
peradilan, bukan lembaga lainnya. 
C. Persamaan Makna Hak dan Kewajiban Orang tua terhadap anak 
dalam Undang – Undang Perkawinan dan Kuasa Asuh dalam Undang 
– Undang Perlindungan Anak 
Makna hak dan kewajiban orang tua terhadap anak yang diatur 
dalam pasal 45, pasal 46, pasal 47, pasal 48 dan pasal 49 undang-undang 
perkawinan bahwa hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dalam 
kelima pasal ini adalah hak alimentasi orang tua terhadap anak, begitu juga 
anak terhadap orang tua, penguasaan orang tua terhadap anak, larangan 
penguasaan harta anak, dan tugas kekuasaan. Pada dasarnya makna yang 
                                                        
13 Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari’ah, Penerbit Sinar 
Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 118. 
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terdapat dalam 5 (lima) pasal tersebut adalah pengaturan mengenai 
penguasaan anak dan pencabutan penguasaan tersebut. 
Hubungan orang tua terhadap anak maupun anak terhadap orang 
tua mempunyai hak alimentasi. Hak alimentasi merupakan hubungan 
timbal balik yang berupa pencarian nafkah dan pemeliharaan. Hak 
alimentasi orang tua terhadap anak berupa pemeliharaan dan memberi 
pengajaran dan pendidikan yang layak, sedangkan hak alimentasi anak 
terhadap orang tua berupa pemeliharaan ketika anak telah dewasa sesuai 
dengan kemampuannya. Kedua undang-undang ini memberikan 
persamaan dalam hal kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik 
anaknya, pasal 45 undang-undang perkawinan menjelaskan bahwa orang 
tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya sebaik-baik 
mungkin, sedangkan dalam pasal 26 undang-undang perlindungan adalah 
orang tua memiliki kewajiban yang diantaranya adalah untuk memelihara 
dan mendidik anaknya. 
Pengusaan anak memiliki makna bahwa orang tua memiliki hak 
kekuasaan terhadap anaknya selama anaknya masih berumur dibawah 18 
tahun atau masih belum menikah. Kekuasaan ini akan tetap ada selama 
kekuasaan tersebut tidak dicabut oleh pengadilan. Orang tua tersebut juga 
berkewajiban untuk mewakili segala perbuatan hukum anaknya baik di 
dalam maupun diluar pengadilan.  
Kekuasaan orang tua terhadap anaknya dapat dicabut apabila orang 
tua tersebut melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan/atau 
berlakuan buruk di masyarakat. Pencabutan kekuasaan ini dapat dimintai 
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oleh keluarga dari orang tua atau juga dapat dimintai oleh pejabat yang 
memiliki kewenang dalam hal tersebut. Pencabutan kekuasaan ini juga 
harus didasarkan atas putusan pengadilan. Meski kekuasaan terhadap 
anaknya telah dicabut tetapi orang tua masih memiliki kewajiban untuk 
membiayayai anaknya sampai dewasa.  
Makna kuasa asuh yang diatur dalam pasal 26 dan 30 undang-
undang perlindungan anak diatur dalam bentuk kewajiban dan tanggung 
jawab. Kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak 
berdasarkan pengaturan ini adalah untuk mengasuh, mememilhara, 
mendidik, melindungi, menumbuhkembangkan sesuai kemampuan, 
menumbuhkembangkan sesuai bakat, menumbuhkembangkan sesuai 
minat, mencegah terjadinya perkawinan di usia dini, memberi pendidikan 
karakter dan menanamkan nilai budi pekerti pada anak. Kewajiban dan 
tanggung jawab ini akan dialihkan kepada keluarga apabila orang tua tidak 
diketahui keberadaannya 
Kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak dapat 
dikenai pengawasan atau pencabutan kuasa asuh. Hal ini adalah akibat dari 
lalainya orang tua dalam melalaikan kewajibannya. Dasar dari 
pelaksanaan pengawasan pencabutan kuasa asuh ini adalah dengan 
menggunakan penetapan pengadilan. 
Persamaan dari Makna Hak dan Kewajiban Orang tua terhadap 
anak dalam Undang – Undang Perkawinan dan Kuasa Asuh dalam 




Persamaan Makna Hak dan Kewajiban Orang tua terhadap Anak 
dan Kuasa Asuh 
 
NO Persamaan Pasal 45, 46, 47, 48, dan 
Pasal 49 Undang – Undang 
Perkawinan 
Pasal 26 dan Pasal 30 
Undang – Undang 
Perlindungan Anak  
1. Subjek hukum  Subjek hukum dalam kelima 
pasal ini adalah orang tua dan 
anak. 
Subjek hukum dalam pasal ini 
adalah orang tua dan anak. 
2. Objek yang diatur Objek hukum dalam kelima 
pasal ini adalah hubungan 
hukum antara orang tua dan 
anak 
Objek hukum dalam pasal ini 
adalah hubungan hukum 
antara orang tua dan anak 
3. Sifat dari objek 
yang diatur  
Sifat dari objek yang diatur 
dalam kelima pasal ini adalah 
pencabutan kuasa asuh 
Sifat dari objek yang diatur 
dalam kedua pasal ini adalah 
pencabutan kuasa asuh 
 
Analisis terhadap persamaan yang telah disebutkan dalam tabel 
persamaan diatas adalah sebagai berikut: 
1. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak yang diatur dalam pasal 
45, 46, 47, 48 dan 49 undang-undang perkawinan serta kuasa asuh 
dalam pasal 26 dan 30 undang-undang perlindungan anak 
menfokuskan subjeknya pada orang tua dan anak. 
Orang tua dan anak yang menjadi fokus dalam pasal 45, 46, 
47, 48 dan 49 undang-undang perkawinan membagi hak dan 
kewajiban antara orang tua dan anak sebagai kekuasaan yang dimiliki 
oleh orang tua terhadap anaknya. Kekuasaan ini adalah dapat berupa 
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kekuasaan terhadap pribadi anak, perbuatan hukum anak, harta anak, 
serta pengaturan terhadap pencabutan hak asuh tersebut. Tetapi pada 
dasarnya subjek dalam pengaturan ini adalah hubungan orang tua dan 
anak. 
Orang tua dan anak yang difokuskan dalam pasal 26 dan 
pasal 30 undang-undang perlindungan anak adalah mengenai 
kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. 
Kewajiban dan tanggung jawab orang tua yang harus diberikan 
terhadap anaknya sesuai dengan peraturan ini. Sehingga 
persamaannya adalah berfokus terhadap subjek hukum orang dan anak 
dalam hal ini dan objeknya adalah hubungan hukum orang tua dan 
anak. 
2. Objek yang diatur dalam pasal 45, 46, 47, 48 dan 49 undang-undang 
perkawinan serta kuasa asuh dalam pasal 26 dan 30 undang-undang 
perlindungan anak adalah berupa hubungan hukum orang tua terhadap 
anak 
Maksud dari hubungan hukum antara orang tua terhadap anak 
adalah kekuasaan, kewajiban, dan tanggung jawab yang dimiliki oleh 
orang tua terhadap anak. Pasal 47 dan 49 undang memberikan 
pengaturan terhadap hubungan hukum dalam bentuk kekuasaan yang 
dimiliki oleh orang tua terhadap anaknya. Kekuasaan orang tua 
terhadap anak sendiri didalamnya terhadap hak dan kewajiban orang 
tua terhadap anak. Sedangkan hubungan hukum yang diatur dalam 
pasal 26 dan 30 undang-undang perlindungan anak adalah 
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mengenaikewajiban dan tanggung jawab yang dimiliki oleh orang tua 
terhadap anak. Sehingga dapat diketahui bahwa pasal-pasal tersebut 
berisikan objek pengaturan mengenai hubungan hukum yang dimiliki 
oleh orang tua terhadap anak. 
3. Objek hubungan hukum orang tua terhadap anak yang diatur dalam 
pasal 45, 46, 47, 48 dan 49 undang-undang perkawinan serta kuasa 
asuh dalam pasal 26 dan 30 undang-undang perlindungan anak dapat 
dilakukan pencabutan terhadapnya. 
Makna pencabutan dalam hal ini adalah dalam bentuk 
mencabut kekuasaan, hak dan kewajiban yang dimiliki oleh orang tua 
terhadap anak. Pencabutan tersebut dapat dilakukan terhadap sebagian 
hal saja, dan dasar dari pencabutan ini adalah untuk kebaikan anak 
dari orang tua tersebut. Pencabutan ini juga masih didasarkan atas 
pengaturan yang terdapat dalam pasal 49 undang-undang perkawinan 
dan pasal 30 undang-undang perlindungan anak. 
Pasal 49 undang-undang perkawinan pencabutan dilakukan 
terhadap kekuasaan orang tua terhadap anak. Pencabutan ini dilakukan 
karena orang tua telah melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan 
juga telah berkelakuan buruk. Meski kekuasaannya telah dicabut 
tetapi kewajiban orang tua tersebut tidak seluruhnya hilang, tetapi 
masih terdapat kewajiban untuk membiayai anaknya sampai anaknya 
dewasa. 
Pasal 30 undang-undang perlindungan anak menjelaskan menganai 
pencabutan terhadap kuasa asuh dari orang tua sang anak. Pencabutan 
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ini dapat dilakukan dengan memulai adanya pengawasan terhadap 
tindakan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Pencabutan 
dapat dilakukan dengan penetapan pengadilan akibat dari adanya 
kelalain orang tua dalam melaksanakan kewajibannya terhadap 
anaknya.   
D. Perbedaan Makna Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak 
dalam Undang – Undang Perkawinan dan Kuasa Asuh dalam Undang 
– Undang Perlindungan Anak 
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap makna hak 
dan kewajiban orang tua terhadap anak dalam pasal 45, 46, 47, 48 dan 
pasal 49 Undang – Undang Perkawinan dengan makna kuasa asuh dalam 
pasal 26 dan pasal 30 Undang – Undang Perlindungan Anak telah 
ditemukan beberapa perbedaan. Perbedaan dari kedua hal tersebut adalah 
berdasarkan kepada analisis hak dan kewajiban orang tua terhadap anak 
yang diatur dalam Undang – Undang Perkawinan dalam pasal 47 dan pasal 
49, kemudian membandingkannya dengan hasil analisis dalam Undang – 
Undang Perlindungan Anak pasal 26 dan pasal 30. Perbedaan dari kedua 
makna tersebut adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.2 
Perbedaan Makna Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak 
dan Kuasa Asuh 
 
NO Perbedaan Pasal 45, 46, 47, 48 dan 
Pasal 49 Undang – 
Undang Perkawinan 
Pasal 26 dan Pasal 30 
Undang – Undang 
Perlindungan Anak 






kekuasaan orang tua 




Anak memuat bahwa 
pencabutan kuasa asuh 
anak dilakukan melalui 
penetapan pengadilan. 









dalam kedua pasal ini. 
Akibat hukum yang 
didapat dalam pasal 47 
dan pasal 49 ini hanya 
tindakan pencabutan saja. 
Akibat hukum yang 
didapat oleh orang tua 
yang terdapat dalam pasal 
30 ayat 1 selain dilakukan 
pencabutan adalah 
melakukan pengawasan 
kepada orang tua dan 
anak.  
3. Inti Pengaturan Pasal 45, 46, 47, 48 dan 
pasal 49 memuat tentang 
hak dan kewajiban antara 
orang tua dan anak serta 
timbal balik dari 
keduanya. Kemudian 
memiliki fokus terhadap 
kekuasaan orang tua 
terhadap anak, serta 
pencabutan  
Pasal 26 dan Pasal 30 
memuat tentang apa yang 
seharusnya menjadi 
kewajiban dan tanggung 
jawab orang tua terhadap 
anak beserta 
konsekuensinya. 
4 Pengelolaan harta Pasal 48 Undang – Tidak dijelaskan secara 
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anak Undang Perkawinan 
menyebutkan tentang 
larangan  memindah 
tangankan atau 
penggadaian pengelolaan 
harta anak berupa barang 
tetap, akan tetapi 
dikecualikan kepentingan 
anak yang menghendaki.  
rinci tentang larangan 
pengelolaan harta anak. 
 
Analisis terhadap perbedaan makna Hak dan Kewajiban dalam 
pasal 47 dan pasal 49 Undang – Undang Perkawinan terhadap makna 
kuasa asuh dalam pasal 26 dan pasal 30 Undang – Undang Perlindungan 
Anak adalah sebagai berikut: 
Poin pertama dalam tabel perbedaan dapat dianalisis sebagai 
berikut: Pada pasal 49 ayat 2 Undang – Undang Perkawinan, pengajuan ke 
lembaga peradilan penyebutannya melalui putusan pengadilan. Sedangkan 
dalam pasal 30 ayat 1 Undang – Undang Perlindungan Anak pengajuan ke 
lembaga peradilan penyebutannya melalui penetapan pengadilan. Putusan 
Pengadilan berbeda dengan penetapan pengadilan. Putusan Pengadilan 
bermakna yaitu mencakup seluruh aspek – aspek yang ada dalam 
penyelesaian perkara di pengadilan, baik itu berupa penetapan maupun 
putusan pengadilan itu sendiri. Kemudian, penetapan pengadilan adalah 
salah satu bagian yang lebih spesifik dari putusan, dimana makna 
 78 
penetapan pengadilan disini adalah menyelesaikan pencabutan kuasa asuh 
anak tanpa adanya konflik berkelanjutan. 
Poin kedua dalam tabel perbedaan dapat dianalisis sebagai 
berikut: Pada pasal 30 ayat 1 Undang – Undang Perlindungan Anak, akibat 
hukum bila terjadi pelanggaran terhadap kuasa asuh anak selain 
pencabutan adalah melakukan pengawasan terhadap anaknya. Kemudian 
dalam pasal 49 Undang – Undang Perkawinan tidak terdapat penyebutan 
pengawasan. Pengawasan merupakan akibat pelanggaran terhadap 
kelalaian kuasa asuh anak dalam lingkup masalah kecil. Pengawasan 
tersebut pada dasarnya cuma sanksi yang diterapkan dengan memantau 
perilaku dan tindakan orang tua yang telah lalai dalam memenui 
tanggungjawab dalam kuasa asuh yang dimilikinya, dimana sebelumnya 
orang tua yang telah lalai telah diberi beri peringatan untuk memperbaiki 
kelalaian dalam memenuhi kewajiban dalam kuasa asuh anak. Pengawasan 
tersebut dilakukan dalam kurun waktu tertentu, ketika batas waktu tersebut 
habis  hasil dari tindakan pengawasan tersebut terdapat dua jenis, yaitu 
penetapan terhadap tindakan selanjutnya kepada orang tua. Penetapan 
pertama adalah pembebasan orang tua dari tindakan pengawasan dan 
menetapkan bahwa orang tua tersebut telah melaksanakan kewajibannya 
sesuai dengan kuasa asuh yang dimilikinya. Penetapan ini diberikan 
kepada orang tua yang berhasil melaksanakan kewajiban dari kuasa asuh 
yang telah dilalaikannya, sehingga terbebas dari pengawasan. Penetapan 
kedua adalah pencabutan kuasa asuh, hal ini dilakukan terhadap orang tua 
yang tidak bisa memenuhi kewajiban yang terdapat dalam kuasa asuh 
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terhadap anaknya dan tetap melalaikan kewajiban pemenuhan kuasa asuh 
sesuai dengan peringatan yang diberikan pada awal masa pengawasan. 
Akibat tidak terpenuhinya atau kelalaian terhadap kuasa asuh adalah 
dicabutnya kuasa asuh yang dimiliki oleh orang tua dari anak dengan 
penetapan pengadilan. 
Poin ketiga dalam tabel perbedaan dapat dianalisis sebagai 
berikut: Pasal 47 Undang – Undang Perkawinan, pasal ini menyebutkan 
tentang kekuasaan orang tua terhadap anak. Kemudian, dalam  pasal 26 
Undang – Undang Perlindungan Anak menyebutkan bagaimana kewajiban 
dan tanggung jawab orang tua. Kekuasaan orang tua yang terdapat dalam 
pasal 47 Undang – Undang Perkawinan merupakan bentuk dari hak dan 
kewajiban orang tua terhadap anak, dimana orang tua memiliki 
kekuasaaan terhadap anaknya sesuai dengan pengaturan pasal ini. 
Kekuasaan yang diatur dalam pasal ini lebih mengutamakan terhadap hak 
dan kewajiban yang didapat oleh anaknya. Sehingga hak dan kewajiban 
dari orang tualah yang lebih difokuskan dalam pasal ini. Pengaturan dalam 
pasal 26 berisi kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak 
bermakna yaitu memfokuskan kepada apa yang memang seharusnya orang 
tua penuhi kepada anaknya, dan hal ini disebutkan sebagai kewajiban 
orang tua terhadap anak atau hak yang harus diterima oleh anak. Sehingga, 
hak yang diterima oleh anak adalah yang difokuskan dalam pasal ini. 
Tanggung jawab yang dimiliki orang tua menjadi kewajiban yang harus 
dipenuhi oleh orang tua terhadap hak yang dimiliki oleh anaknya. 
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Poin keempat dalam tabel perbedaan diatas dapat dianalisis 
sebagai berikut: Anak pada dasarnya dapat memiliki harta kekayaan di 
luar harta kekayaan orangtuanya. Harta kekayaan ini dapat diperoleh anak 
dari hasil usaha sendiri (anak tersebut dapat bekerja), misal anak tersebut 
bekerja sebagai artis, sehingga dapat memiliki harta kekayaan sendiri. 
Menurut pasal 48 Undang – Undang Perkawinan, dapat dilakukan oleh 
orang tua, akan tetapi untuk harta dalam bentuk benda tetap, orang tua 
dapat mengelola harta tersebut, tetapi tidak dapat memindah tangankan 
atau menggadaikannya. Pengaturan yang terdapat dalam Undang – 
Undang Perlindungan Anak belum memberikan pengaturan mengenai 
pengelolaan harta anak oleh orang tua.  
E. Dampak dari Adanya Persamaan dan Perbedaan Hak dan Kewajiban 
dalam Undang-undang Perkawinan dan Kuasa Asuh Anak dalam 
Undang-undang Perlindungan Anak  
Permasalahan yang timbul dari kedua undang-undang tersebut 
dapat dilihat dari perbedaan yang telah dijelaskan pada sub bab diatas. 
Permasalahan berdasarkan  Proses pencabutan yang diatur dalam kedua 
undang-undang tersebut adalah sebagai berikut: proses pencabutan 
kekuasaan orang tua terhadap anak dalam undang-undang perkawinan 
adalah menggunakan Putusan pengadilan, sedangkan proses pencabutan 
kuasa asuh dalam undang-undang perlindungan anak  adalah melalui 
penetapan pengadilan.  
Sesuai dengan permasalahan yang sudah disebutkan diatas, untuk 
proses pencabutan menyebabkan permasalahan yang timbul sebagai 
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berikut: Pencabutan kuasa asuh orang tua terhadap anak berdasarkan 
kedua Undang – Undang ini dapat melalui penetapan dan putusan 
pengadilan. Sehingga, dalam prakteknya penerapan yang digunakan 
sebagai dasar pencabutan terdapat kekaburan norma, karena dalam proses 
pencabutan tersebut dapat didasarkan dengan putusan pengadilan menurut 
Undang – Undang Perkawinan dan juga dapat didasarkan dengan 
penetapan pengadilan menurut Undang – Undang Perlindungan Anak. Hal 
ini dikarenakan, sesuai dengan penulis jelaskan di subbab perbedaan 
diatas, bahwa putusan pengadilan dan penetapan pengadilan adalah dua 
hal yang berbeda. Putusan pengadilan adalah hasil akhir dari suatu perkara 
dalam pengadilan yang sesuai dengan fakta – fakta hukum yang telah 
diungkapkan oleh para pihak yang terlibat, sedangkan penetapan 
pengadilan adalah suatu bagian kecil dari putusan pengadilan, namun 











Persamaan yang terdapat dalam hak dan kewajiban orang tua terhadap 
anak dalam Undang – Undang Perkawinan dengan kuasa asuh dalam Undang 
– Undang Perlindungan anak adalah sama sama membahas tentang hubungan 
orang tua terhadap anak dengan resikonya, dan subjek hukum yang dibahas 
adalah orang tua dan anak. Perbedaan yang terdapat dalam hak dan kewajiban 
orang tua terhadap anak dalam Undang – Undang Perkawinan dengan kuasa 
asuh dalam Undang – Undang Perlindungan Anak adalah dalam Undang – 
Undang Perkawinan memuat tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan 
anak beserta timbal balik dari keduanya, sedangkan Undang – Undang 
Perlindungan Anak memuat tentang apa yang seharusnya menjadi kewajiban 
dan tanggung jawab orang tua terhadap anak beserta konsekuensinya. 
Setelah dilakukan perbandingan terhadap pemaknaan hak dan 
kewajiban orang tua terhadap anak dan kuasa asuh orang tua terhadap anak 
maka dapat disimpulkan terdapat permasalahan, diantara adalah: Terdapat 
perbedaan penyelesaian pencabutan kuasa asuh anak yang dilakukan oleh 
pengadilan. Penulis berpendapat bahwa putusan pengadilan dan penetapan 
pengadilan merupakan dua hal yang berbeda, perbedaan inilah yang 
menyebabkan multi penafsiran, terutama dalam berbagai kasus yang terkait 





1. Bagi Anggota DPR dan Presiden, harus melakukan pembaharuan 
terhadap Undang – Undang Perkawinan, dikarenakan terdapat 
pengaturan baru yang serupa dan berisikan ketentuan yang lebih 
mengikuti perkembangan zaman. Akibat dari pengaturan tersebut 
menyebabkan dua istilah yang mengaburkan makna antara Undang 
– Undang Perkawinan dan Undang – Undang Perlindungan Anak, 
dualisme yang diangkat oleh penulis adalah hak dan kewajiban 
dalam undang – undang perkawinan dengan kuasa asuh dalam 
undang – undang perlindungan anak.  
2. Bagi hakim, dikarenakan dalam memutus perkara yang berkaitan 
dengan dualisme hukum antara hak dan kewajiban orang tua 
terhadap anak dalam Undang – Undang Perkawinan dengan kuasa 
asuh dalam Undang – Undang Perlindungan Anak harus diperlukan 
ketelitian terhadap penafsiran terhadap dua Undang – Undang 
tersebut. Hal ini disebabkan adanya perbedaan ketentuan yang 
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